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ABSTRAK 
 
DIAN ANGGRAENI SUCIANTI (B111 11 401), Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media 
Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks), 
dibawah bimbingan Muhadar selaku pembimbing I dan Haeranah selaku 
pembimbing II. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui 
media elektronik dan (2) untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum 
hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui 
media elektronik dalam Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks. 
Penelitian ini dilakukan dengan Studi Literatur (Literature Research) 
pada Perspustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin  dan Penelitian Lapangan 
(Field Research) yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung 
dengan salah satu hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut 
di Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif 
yakni dengan cara meneliti bahan pustaka, kemudian seluruh data yang 
diperoleh dari studi kepustakaan tersebut disajikan secara deskriptif.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penerapan hukum 
pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik adalah 
telah sesuai. Namun dalam menangani proses perkara ini aparat hukum 
tidak memperhatikan substansi peraturan terkait dengan baik sehingga 
berdampak pada kekeliruan dalam penerapannya; dan (2) Dasar 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
tindak pidana pencemaran nama baik adalah didasarkan pada alat bukti 
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni berdasarkan 
proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan 
terdakwa sampai pada barang bukti yang tidak dapat membuktikan unsur 
kesengajaan terhadap terdakwa baik dalam dakwaan pertama, dawaan 
kedua, maupun dakwaan ketiga sehingga menimbulkan keyakinan Majelis 
Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. 
 
 
 
 
vii 
 
KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penulisan skripsi ini 
dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Hukum pada Universitas Hasanuddin Makassar. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami 
kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan 
pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini 
dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan. 
Melalui kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang 
setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Syahruddin L. dan 
Ibunda Hasnawati Aburaera. Sembah sujud penulis haturkan yang tiada 
henti-hentinya yang selalu mendoakan dan memberi dorongan moril dan 
materil selama menempuh pendidikan, dan saudara-saudara tercinta serta 
keluarga besar atas motivasi dan doa sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
viii 
 
Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya. 
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., 
M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.M.H. selaku Wakil Dekan II 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Hamzah 
Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing I dan Ibu 
Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas 
segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk 
penulis. 
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, Bapak Imran 
Arief, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku penguji, 
terima kasih atas masukan dan saran-sarannya kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.  
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu 
pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut 
ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
ix 
 
6. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik Penulis 
yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis selama menjalani 
proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan seluruh staf Pengadilan 
Negeri Makassar. Terima kasih atas kerja samanya dalam 
memberikan waktu dan tempat selama Penulis melakukan penelitian. 
8. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian 
berlangsung dengan menjajal literatur sebagai penunjang skripsi 
Penulis. 
9. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas 
bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama 
perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.  
10. Angkatan “Mediasi 2011”, teruntuk teman-teman yang belum ujian 
akhir saya ucapkan selamat berjuang meraih gelar Sarjana Hukum 
dan untuk teman-teman yang telah meraih gelar Sarjana Hukum, 
saya ucapkan bahwa ini adalah awal perjuangan kita. Semoga kita 
bisa mempertanggung jawabkan gelar yang kita sandang dan kita 
bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan selama mengenyam 
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih 
telah banyak berbagi ilmu, persaudaraan, dan pengalaman yang 
tidak akan terlupakan. 
x 
 
11. Segenap keluarga besar ALSA LC UNHAS terkhusus untuk 
Pengurus Periode 2012-2013 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu 
persatu. Terima kasih telah mengajarkan bagaimana menjadi 
organisatoris yang penuh dedikasi dan integritas. Semoga apa yang 
kita peroleh dapat dijadikan modal untuk kehidupan yang lebih baik 
di masa mendatang. Semoga tali silaturrahim kita tak pernah putus 
sampai kapanpun karena ALSA Always be One! 
12. Tim MCC Perdata Bulaksumur UGM 2012, Kak Audy, Kak Inul, Kak 
Vita, Kak Inay, Kak Dewi, Kak Vira, Kak Aso, Kak Qya, Ismy, Juwi, 
Dede, Anti, Dwi, Fadlhan, Adong. Terima kasih atas pengalaman 
berharganya. Dari situ kita bisa belajar bagaimana menghargai 
“proses”. 
13. My best friends “Gelisah yank”, Wahdaningsi (Wahda), Atifatul Ismi 
(Ismy), Ismawanto (Isma’), Helvi Handayani (Helvi), Virginia Christina 
(Virgin), A.Dettia Ati cawa (Dedet), Iin Saputry (Iin), Fika Fathiah 
(Fika), Nursakinah (Chakin), dan Jusniati (Jus). Saudara-saudara 
seperjuangan Juwita, Rifka, Ridha, Suci, Nini, Tia, Ulla, Nita, Aulia, 
Nita, Dayat, Molen, Afdal, Fadlhan, dll. Terima kasih atas doa, 
support, dan solidaritasnya selama ini. Semoga kita bisa meraih 
kesuksesan bersama-sama. Amin, Alllahumma Amin.  
14. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 87 Universitas Hasanuddin 
Kec. Mare, Kab. Bone terkhusus Posko Kelurahan Padaelo, Denny, 
xi 
 
Uga, Ayu, Nurdin, Bolas, Ima, Mela, dan Evo. Terima kasih atas 
kerjasamanya selama KKN. Kebaikan kalian selalu Penulis kenang. 
15. Eka Syafrizal, terima kasih atas dukungan, doa, dan bantuannya 
hingga selesainya tugas akhir ini. Semoga segala apa yang menjadi 
impiannya bisa terwujud. 
Akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 
mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT senantiasa tercurah kepada 
kita semua. Saran dan kritik yang sifatnya konstruktif senantiasa Penulis 
harapkan untuk menyempurnakan penulisan yang serupa di masa yang 
akan datang. 
Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 
 
Makassar, Februari 2015 
 
 
                                                                                Penulis 
 
 
 
 
 
 
xii 
 
DAFTAR ISI 
          
HALAMAN JUDUL ................................................................................   i 
PENGESAHAN SKRIPSI ......................................................................  ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ...................................  iv 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...................................................  v 
ABSTRAK .............................................................................................  vi 
KATA PENGANTAR .............................................................................  vii 
DAFTAR ISI   .........................................................................................  xii 
BAB I PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah ......................................................................  1  
B. Rumusan Masalah  ..............................................................................  6 
C. Tujuan Penelitian  ................................................................................  7 
D. Kegunaan Penelitian  ..........................................................................  7 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana  .......................................  9 
B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana   ........................................ 16 
C. Pemidanaan  ....................................................................................... 21 
1. Teori Pemidanaan   ....................................................................... 22 
2. Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP .................................................. 23 
D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang  
No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik ............................................................................ 30 
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik  ............................................ 30 
2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik ....................................... 37 
E. Pengertian Media Elektronik ................................................................ 45 
F. Putusan Pengadilan ............................................................................. 47 
G. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .................. 50 
 
xiii 
 
BAB III METODE PENELITIAN  
A. Lokasi Penelitian  ................................................................................ 54 
B. Jenis dan Sumber Data  ...................................................................... 54 
C. Teknik Pengumpulan Data  ................................................................. 55 
D. Analisis Data  ...................................................................................... 55 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik  
dalam Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks  ...................................... 56 
1. Posisi Kasus ................................................................................... 57 
2. Dakwaan Penuntut Umum.............................................................. 58 
3. Tuntutan Penuntut Umum .............................................................. 59 
4. Analisa Hukum ............................................................................... 40 
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan  
terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui  
Media Elektronik dalam Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks  ........... 83  
BAB V PENUTUP  
A. Kesimpulan  ....................................................................................... 113 
B. Saran  ................................................................................................ 114 
DAFTAR PUSTAKA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah 
hak asasi manusia. Dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan 
Indonesia, hak tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah ditempuh 
negara ini lewat TAP MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang 
selanjutnya dikukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui 
amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang 
menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, 
dan kemudian kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 
1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan 
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati 
nuraninya.”  
Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, 
“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia.” 1 Akan tetapi, Pasal 28 G ayat (1) amandemen UUD 1945 juga 
mengatur sebagai berikut : 
                                                     
1
 Masduki, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, UII Press, Yogyakarta, 
2003, hlm. xii. 
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“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi.” 
Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia sebagaimana 
diatur dalam Pasal 70 yang bunyinya juga sama dengan Pasal 28 J ayat 
(2) UUD 1945 sebagai berikut : 
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang 
dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.” 
 
Bahwa ajaran umum universal dalam hukum pidana maupun 
ketentuan konstitusi yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan 
kehormatan atas diri pribadi merupakan norma hukum yang berlaku 
secara universal telah dinyatakan dalam Pasal 12 Universal Declaration of 
Human Rights (UUDHR) dan Pasal 17 International Convenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR) yang terjemahan bebasnya sebagaimana 
termuat dalam Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 halaman 109-110 sebagai 
berikut : 
Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights : 
 
“Tidak seorang pun dapat di ganggu dengan sewenang-wenangnya 
urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan 
surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas 
kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat 
perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti 
itu.” 
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Pasal 17 International Convenant on Civil and Political Rights : 
1. Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-
wenang atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, 
atau hubungan surat menyurat, demikian pula secara tidak sah 
diserang kehormatan atau nama baiknya. 
2. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap 
campur tangan atau serangan demikian.2 
Dalam hal ini perlu mendapat perhatian terhadap pendapat Van 
Bemmelen yang antara lain mengutarakan sebagai berikut : 
“…suatu konflik yang dapat terjadi antara dua nilai: di satu pihak, 
kebebasan pernyataan pendapat dan pihak lain, menghormati hak-
hak asasi manusia: kehormatan, persamaan, dan sebagainya…”.3 
 
Perlu digaris bawahi, bahwa menghormati hak asasi manusia 
termasuk menghormati hak atas kehormatan dan hak atas persamaan. 
Kebebasan pernyataan pendapat telah seyogyanya menghargai hak-hak 
tersebut. 
Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media 
elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. 
Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat 
dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, 
handphone, maupun gadget4. Tak jarang seseorang memanfaatkan media 
eletronik sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, 
                                                     
2
 O.C. Kaligis, Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice, Indonesia Against 
Injustice, Jakarta, 2010, hlm.273. 
3
 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, 
2010, hlm.47-48. 
4
 Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris (dalam bahasa Indonesia: 
gawai) yang berarti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Salah satu hal 
yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur “kebaruan”. 
Artinya, dari hari ke hari gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang 
membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. (diakses melalui http://www.tekno-
pedia.com/gadget, pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 19.00 wita). 
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ataupun berekspresi. Namun diperlukan kehati-hatian dalam 
penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang 
disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang 
berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Seperti 
yang dialami oleh Prita Mulyasari pada tahun 2008 silam, dimana ia 
digugat secara perdata dan dilaporkan secara pidana dengan tuduhan 
melakukan pencemaran nama baik setelah menyampaikan keluhannya 
terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera 
Tangerang, Banten melalui surat elektronik dengan alamat email 
pritamulyasari@yahoo.com ke sejumlah orang dengan judul: Penipuan 
Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang. Menyampaikan 
pendapat atau berbagi informasi diperlukan kehati-hatian mengingat delik 
pencemaran nama baik ini sifatnya sangat subjektif dan sulit diukur. 
Penghinaan juga dialami oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, 
yang dikutip dari pemberitaan www.hukumonline.com :   
Kasus ini berawal dari laporan ketua tim kuasa hukum Joko Widodo, 
Henry Yosodiningrat, ke pihak kepolisian pada 27 Juli 2014. Pada 
27 Juli 2014, politisi PDIP itu melaporkan Muhammad Arsyad alias 
Arsyad Assegaf, atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, 
dan penyebaran gambar pornografi Presiden RI Jokowi, melalui 
media sosial. Henry sendiri mengaku mendapatkan informasi itu dari 
temannya. Menurut Kamil, pemeriksaan terhadap pekerja di salah 
satu rumah makan di daerah Ciracas, Jakarta Timur, itu baru bisa 
dilakukan pada Agustus 2014. Hal ini dikarenakan saat itu sedang 
dalam masa pemilu presiden. “MA sendiri sudah ditahan sejak 23 
Oktober,” katanya. Atas ulahnya itu, MA dijerat Pasal berlapis, yaitu 
Pasal 29 Juncto Pasal 4 Ayat 1 UU No.44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi, Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan Pasal 157 
KUHP, serta Pasal 27, Pasal 45, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, 
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Pasal 51 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.5 
Pada dasarnya, tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama 
merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 
310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP dan beberapa perundang-
undangan lain yang juga memuat ketentuan penghinaan dalam beberapa 
pasalnya seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik dan Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden. 
Kasus Jokowi tersebut terjadi pada masa kampanye Pemilihan 
Presiden tahun 2014 yakni pada bulan Juli 2014. Karena penghinaan 
merupakan delik aduan (klacht delict), baik dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka untuk dapat diproses 
secara hukum seyogyanya harus ada pengaduan langsung dari pihak 
yang berkepentingan dalam hal ini adalah Jokowi. Namun proses hukum 
tetap dilanjutkan oleh Pihak Kepolisian mengingat pasal utama yang 
menjerat MA adalah Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.44 
Tahun 2008 tentang Pornografi yang merupakan delik biasa. 
Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang  
diatur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan 
                                                     
5
 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5450e55879b3c/hina-jokowi-di-
facebook--pekerja-rumah-makan-kena-pasal-berlapis, diakses pada tanggal 07 
November  2014 pukul 19.00 Wita.  
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lainnya sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga 
oleh masyarakat. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan 
berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat. 
Di Indonesia, aturan mengenai penghinaan ini masih dipertahankan. 
Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah 
character assassination atau pembunuhan karakter.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan 
menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana 
penghinaan melalui media elektronik dengan mengangkat judul “Tinjauan 
Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui 
Media Elektronik (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks).” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
penulis merumuskan masalah pokok untuk dipecahkan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam 
Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik 
dalam Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks? 
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C. Tujuan Penelitian 
Sesuai pokok-pokok permasalahan Penulis, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam 
Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik 
dalam Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara Akademis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu 
pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan 
untuk memahami secara khusus tentang tindak pidana 
penghinaan. 
c. Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan mempertajam daya 
analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus 
berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama 
dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 
melalui media elektronik.  
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d. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam hukum 
Pidana pada umumnya dan tindak pidana penghinaan pada 
khususnya. 
2. Secara Praktis 
a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi 
hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami 
lebih mendalam tentang tindak pidana penghinaan. 
b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga 
lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas akademika pada 
umumnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah dellik, 
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana.6 
Delik yang dalam bahasa Belanda di sebut strafbaarfeit terdiri atas 
tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki arti : 
 Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
 Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana). 
Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana 
memberikan definisi mengenai delik, yakni :  
                                                     
6
 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & 
PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18-19. 
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“Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”7 
 
S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, 
Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut : 
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, 
dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta 
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang 
bertanggungjawab).”8 
 
Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak pidana merupakan 
singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan 
tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan 
semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat 
dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan kelamin. 
Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya 
wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya 
seperti buruh, pegawai dan lain sebagainya. Jadi status/ klasifikasi 
seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang 
siapa”.9 
Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana untuk kata delik. 
Menurut beliau kata tindak lebih sempit cakupannya daripada perbuatan. 
Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, 
tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit. 
                                                     
7
 Ibid., hlm. 19. 
8
 Ibid., hlm. 22. 
9
 Ibid., hlm. 23. 
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E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau 
adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Adapun Tirtaamidjaja 
menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”.10 
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan 
pidana, maupun peristiwa pidana dan sebagainya itu adalah untuk 
mengalihkan bahasa dari istilah straafbaarfeit dimaksudkan untuk 
mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena kalangan ahli 
hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah 
sekedar mengalihkan bahasanya.11 
Penulis menyimpulkan bahwa delik atau tindak pidana merupakan 
segala tindakan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang dan 
diancam dengan sanksi pidana.   
2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur 
perbuatan pidana, yaitu pandangan monoistis dan pandangan dualistis. 
a) Pandangan Monoistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, 
untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan 
perbuatan. 
b) Pandangan Dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monoisme) 
dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah : 
                                                     
10
 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 
2009, hlm.7. 
11
 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 26-27. 
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1. Perbuatan (yang) ; 
2. melawan hukum (yang berhubungan dengan) ; 
3. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) ; 
4. dipertanggungjawabkan.12 
Sementara Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan 
strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai 
berikut : 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”13 
 
Berdasarkan definisi perbuatan/ tindak pidana yang diberikan 
tersebut diatas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup 
pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Mengenai unsur-
unsur tindak pidana diuraikan sebagai berikut : 
1) Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)  
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, 
perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.14 
Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, 
apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau 
kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, yang oleh 
sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang 
                                                     
12
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2010, hlm.81. 
13
 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 41. 
14
 Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 83. 
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terhadap suatu hal atau kejadian disebut omission, yang oleh sebagian 
pakar disebut sebagai perbuatan negatif.15 
Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-
unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan 
maupun pertanggungjawaban pidananya. 
2) Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) 
Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya 
dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada 
undang-undang (melawan hukum formil/ formelle wederrechtelijk) dan 
dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil/ materieel 
wederrechtelijk). Satochid Kartanegara berpendapat bahwa formelle 
wederrechtelijk bersandar pada undang-undang, sedangkan materieel 
wederrechtelijk bukan pada undang-undang, namun pada asas-asas 
umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan 
algemene beginsel.16 
3) Tidak Ada Alasan Pembenar 
Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya  
perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik 
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain alasan 
pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.17 Hal-hal yang 
dapat menjadi alasan pembenar, antara lain: 
  
                                                     
15
 Leden Marpaung, Op. Cit., hlm. 31. 
16
 Ibid., hlm. 45. 
17
 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 52. 
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1) Daya Paksa Absolut 
Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa 
barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu 
kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Berdasarkan 
doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan menjadi dua, yaitu daya 
paksa absolut (vis absoluta) dan daya paksa relatif (vis compulsiva). 
Apabila dilihat dari segi asalnya tekanan dan paksaan itu, maka bentuk 
daya paksa disebabkan oleh perbuatan manusia dan bukan perbuatan 
manusia. Akan tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka 
daya paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik dan psikis.18 
2) Pembelaan Terpaksa  
Perihal pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan dalam Pasal 49 
ayat (1) KUHP sebagai berikut:  
“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya 
untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan 
kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari 
pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera 
pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.” 
 
Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana tersebut ditentukan 
syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat 
dibenarkan. Menurut pasal ini, untuk pembelaan terpaksa diisyaratkan: 
a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, 
kehormatan kesusilaan atau harta benda; 
b. Serangan itu bersifat melawan hukum; 
                                                     
18
 Ibid., hlm. 30. 
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c. Pembelaan merupakan keharusan; 
d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam pasal 
49 ayat (1) KUHPidana). 
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini 
sesuai dengan asas keseimbangan (proporsionaliteit). Selain itu, juga 
dianut asas subsidiaritas (subsidiariteit), artinya untuk mempertahankan 
kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil 
upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.19 
3) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang  
Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-
undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:  
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang tidak dipidana.” 
Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi peraturan 
(verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu 
menurut undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang berasal langsung 
dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang mempunyai wewenang 
(bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang- 
undang.20 
 
 
 
                                                     
19
 Adami Chazawi, Pelajaran hukum Pidana Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, 
Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran 
Kausalitas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 46.  
20
 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm.69. 
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4) Menjalankan perintah jabatan yang sah  
Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:  
 
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah 
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak 
dipidana.” 
Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang 
memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge Raad 
memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara 
kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan 
perintah jabatan (HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266).21 
Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan 
tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu 
peraturan. Di samping itu, antara orang yang diperintah dengan yang 
memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi. 
B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang 
terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan 
pidana yang terjadi atau tidak22. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban 
pidana adalah sebagai berikut : 
 
 
                                                     
21
 Ibid., hlm. 71. 
22
 Ibid., hlm. 73. 
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1. Mampu Bertanggungjawab  
 Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang 
(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-
tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan 
tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond 
atau alasan pembenar) untuk itu. 
 Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab 
(toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya: 
1) Keadaan jiwanya:  
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporair); 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 
sebagainya) ; dan  
c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, 
pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/ slaapwandel, 
mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. 
Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.  
2) Kemampuan jiwanya:  
a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya; 
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah 
akan dilaksanakan atau tidak; dan 
c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  
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2. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggungjawab.23 
Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk 
kesalahan terdiri dari:  
1) Kesengajaan (opzet)  
 Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu 
perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan 
larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat 
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:24 
a. Sengaja sebagai niat (Oogmerk)  
Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik 
yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki 
mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman 
hukum pidana. 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzijn). 
Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan 
tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak 
sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. 
                                                     
23
 Ibid., hlm 77-78.   
24
 Ibid., hlm. 83.   
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c. Sengaja sadar akan kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn). 
Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan yakni terwujudnya 
delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan 
syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan 
pelaku tercapai. 
2) Kealpaan (culpa)  
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan 
perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi 
menjadi dua macam yaitu: 
a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak 
perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut 
sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP; 
b. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari 
kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh 
hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana 
diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP.  
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema 
kelalaian atau culpa yaitu25: 
                                                     
25
 Ibid.,hlm 85.   
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a. Culpa lata yang disadari (alpa)  
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono 
(roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh. 
b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain 
kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar 
dengan risiko, tetapi tidak demikian. 
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf  
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai 
melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. 
Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang 
terdapat dalam KUHP yaitu:  
a. Daya paksa relatif (Overmacht); 
Overmacht merupakan daya paksa relatif (vis compulsive) seperti 
keadaan darurat. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) daya paksa 
dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam 
dwangpositie (posisi terjepit). 
b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces);  
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 49 
ayat (2) KUHP. Ciri dari Pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
(noodweer exces) adalah: 26 
                                                     
26
 Ibid, hlm. 90. 
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a) Pada pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces), 
pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat; 
b) Perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan 
hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa 
yang hebat.  
Lebih lanjut, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (noodweer) 
merupakan dasar pembenar karena melawan hukumnya tidak ada. 
c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa 
mengira perintah itu sah.  
Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, perintah 
jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari 
pemidanaan harus memenuhi dua syarat: 
a) Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan itikad baik  
memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang; 
b) Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah harus terletak dalam 
ruang lingkup pembuat sebagai bawahan. 
C. Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. 
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1. Teori Pemidanaan 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana yaitu: 
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 
Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan 
atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada 
perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini 
mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan 
semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang 
merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan 
kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan 
untuk memuaskan tuntutan keadilan. 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan 
Berdasarkan teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai 
pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang 
bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan 
masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah 
agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk 
pemuasan absolut atas keadilan. 
Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana 
pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku 
maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.  
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c. Teori Gabungan  
Teori Gabungan, pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi 
(1787-1884). Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat 
plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan 
retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana 
pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat 
sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. 
Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik 
moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana 
di kemudian hari. 
2. Jenis-Jenis Pidana dalam KUHPidana 
Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yang diatur dalam Pasal 
10 KUHP yakni :  
1. Pidana Pokok  
a. Pidana mati. 
b. Pidana penjara. 
c. Pidana kurungan.  
d. Pidana denda. 
2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan dari hak-hak tertentu. 
b. Perampasan barang-barang tertentu.  
c. Pengumuman dari putusan hakim. 
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Penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut diatas adalah 
sebagai berikut : 
1. Pidana Mati 
Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak 
yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang 
terberat.27Walaupun pidana mati dicantumkan dalam undang-undang, 
namun harus dipandang sebagai tindakan darurat atau noodrecht (JE. 
Jonkers, 1987: 294). Oleh karena itu, dalam KUHP kejahatan-kejahatan 
yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan 
yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, 
seperti: 
1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan Negara (Pasal 
104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129 KUHP) ; 
2) Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat 
(3), Pasal 340 KUHP); 
3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/ faktor yang 
memberatkan (Pasal 365 ayat (4) & Pasal 368 ayat (2) KUHP). 
4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444 
KUHP).28 
Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang 
sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok 
                                                     
27
 Adami Chazawi, Op.Cit., hlm.29. 
28
 Ibid., hlm.30-31. 
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Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati 
dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.29 
2. Pidana Penjara 
Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana 
mati. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang 
kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama 
waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling pendek) 
adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun. 
Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh 
tahun apabila: 
a. Kejahatan diancam dengan pidana mati. 
b. Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup. 
c. Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, residive atau 
karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan Pasal 52 bis KUHP. 
d. Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2), Pasal 
349 KUHP. 
Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih 
dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh 
pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan 
fatal ini para penegak hukum harus benar-benar mengindahkan/ 
memperhatikan azas-azas dan peraturan-peraturan dasar yang telah 
                                                     
29
 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 110. 
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ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas maksimum 
penjatuhan pidana. 
3. Pidana Kurungan  
Melihat urutannya, pidana kurungan adalah lebih ringan dari pidana 
penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari pelaksanaannya. 
Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini 
dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 
a. Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani 
pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa 
persetujuannya tidak dapat diangkut ke suatu tempat lain diluar 
daerah tempat ia tinggal pada waktu itu. (Pasal 21 KUHP). 
b. Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang 
diwajibkan kepada terpidana penjara. (Pasal 19 ayat (2)  KUHP. 
c. Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan 
biaya sendiri (Pasal 23 KUHP, lembaga yang diatur dalam Pasal ini 
terkenal dengan nama pistole) 
Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat 
dari maksimum pidananya, dmana maksimum pidana kurungan adalah 
lebih pendek yaitu 1 tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), 
sedangkan pidana penjara maksimum 15 tahun (dan dalam keadaan 
tertentu dapat menjadi 20 tahun). 
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Sebagaimana halnya pidana penjara, pidana kurungan juga 
mengenal minimum umum dan maksimum umum. Minimum pidana 
kurungan adalah 1 hari dan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun. 
4. Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari 
pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 
kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 
Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia 
telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda 
dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan 
ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada 
larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama 
terpidana.30 
Selanjutnya akan di uraikan pula jenis-jenis pidana tambahan 
sebagai berikut: 
1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti 
hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi 
pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak 
ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu 
pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang 
kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal: 
                                                     
30
 Ibid., hlm. 113-114. 
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a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan 
hakim; 
b. Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut 
undang-undang dengan suatu putusan hakim. 
Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu 
apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada 
rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam 
dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, Pasal 
318, Pasal 334, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 350, Pasal 362, Pasal 363, 
Pasal 365, Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP. Hak-hak yang 
dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Sedangkan berapa lama 
pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim 
telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. 
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Adapun Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti 
halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak 
lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini 
sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-
banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan muncul 
dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam 
KUHP yang tercantum dalam Pasal 39. Barang-barang yang dapat 
dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP , antara lain: 
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a. Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, 
misal uang palsu; 
b. Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk 
melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang 
digunakan terpidana untuk membunuh. 
Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan 
barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) 
untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang 
tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis 
KUHP (pemalsuan mata uang), Pasal 205 KUHP (barang dagangan 
berbahaya), Pasal 275 KUHP (menyimpan bahan atau benda, seperti 
surat dan sertifikat hutang, surat dagang).  
Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang 
tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk 
dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada 
saat putusan dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu 
diletakkan dibawah penyitaan, ataukah 2) atas barang tersebut tidak 
dilakukan sita. 
3. Pengumuman Keputusan Hakim 
Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain 
dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang 
telah diatur di dalam Pasal 127, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 359, Pasal 
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360, Pasal 372, Pasal 374, Pasal 375, Pasal 378, dan seterusnya, serta 
Pasal 396 dan seterusnya KUHP.  
Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi 
ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. 
Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk 
menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat 
kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya 
ditanggung terpidana. 
D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik  
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik 
Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari 
perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk 
perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama 
baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan 
atau dalam bahasa asing disebut defamation, secara harfiah diartikan 
sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan 
seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan 
memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik 
seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang 
diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. 
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Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan 
seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk 
kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.31 Menurut Leden 
Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan 
maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, 
maka tindak pidana kehormatan lebih tepat. 
Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi : 
- Kehormatan, yang dalam bahasa belanda disebut eer. 
- Nama baik, yang dalam bahasa belanda disebut geode naam. 
Akan tetapi, jika dipandang dari sisi feit atau perbuatan, maka tindak 
pidana penghinaan tidak keliru. 32 
Dalam sejarah hukum Indonesia, konsep mengenai penghinaan 
pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari penafsiran 
terhadap haatzai artikelen33 yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 
154-Pasal 156 KUHP dan verpreidings delict yang delik pokoknya 
terdapat pada Pasal 155-Pasal 157 KUHP. Dalam perumusan tersebut, 
penghinaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengeluarkan 
pernyataan perasaan permusuhan, benci atau meremehkan 
(merendahkan), yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun terhadap 
golongan rakyat dalam pasal-pasal haatzai. Apabila dilihat secara tekstual 
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 R. Soesilo, Op.Cit., hlm.225. 
32
 Leden Marpaung, Op. Cit., hlm. 7.  
33Haatzai artikelen merupakan sebutan populer untuk sekumpulan delik  
pidana yang mengancam mereka "yang menyebarkan perasaan  
permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan terhadap penguasa  
Negara” ( lihat http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/19/0006.html). 
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pasal-pasal tersebut memidanakan mereka yang di muka umum 
mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau meremehkan 
(merendahkan), hal ini bukanlah konsep penghinaan seperti halnya yang 
pernah diterjemahkan dari kata-kata minachting terhadap Pemerintah 
(Pasal 154 KUHP) atau golongan rakyat tertentu (Pasal 156 KUHP). 
Dengan demikian, karena adanya interpretasi itu oleh Mahkamah Agung, 
maka pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan (yang dimana 
berasal dari kata vijandschap, haat of minachting) dapat diartikan sebagai 
pernyataan perasaan yang berbentuk penghinaan (in beledigende 
vorm).34 
Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai:  
 
“menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode 
naam)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah 
“…pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan 
menuduhkan sesuatu hal.”35 
 
Dari kata “atau” diantara kata “nama baik” dan “kehormatan”, bisa 
kita simpulkan bahwa keduanya yaitu “nama baik” dan “kehormatan” 
adalah dua hal yang berbeda dan bisa dibedakan, sekalipun seringkali 
terkait erat satu sama lain.36 
                                                     
34
 Martinus Evan Aldyputra, Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki 
Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No.11 
Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843 ), 
Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 
53. 
35
 Jumardi, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan, Skripsi 
Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2014, hlm.46. 
36
  J. Satrio, Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan 
Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 26. 
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Dalam konsep penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan 
dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan 
dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu : 
a. De subjectieve opvatting  
Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian 
kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat 
ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum 
maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:37 
1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah 
kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika 
yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatannya” tebal 
(overgevoeling) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak 
mempunyai rasa kehormatan. 
2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk 
memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang. 
3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita 
melepaskan de jurisdiche begrifsbepalingen dan memasuki 
psychologich. 
b. De objectieve opvatting 
Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian 
kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara 
lain : 
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 Ibid., hlm. 54. 
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1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral 
dari manusia; 
2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri 
pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi 
memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan 
sebagai pegangan oleh manusia.38 
Kehormatan merupakan rasa harga diri (eergevoel, perasaan 
terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” 
merupakan sesuatu yang mengenai segi “intern” orang perorangan. 
Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, 
dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap 
seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “Nama baik” 
bersifat extern. 
Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan 
dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik 
menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. 
Selanjutnya, dari kata “atau” tersebut di atas, bisa disimpulkan 
bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan 
merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan 
merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur 
itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak 
pidana penghinaan.39 
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 Ibid., hlm. 55. 
39
 Ibid., hlm. 27. 
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Sebagaimana diketahui umum, bahwa hukum merupakan 
pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, 
“kehormatan atau nama baik” seseorang merupakan kepentingan 
manusia yang mendapatkan perlindungannya dalam hukum baik secara 
pidana maupun perdata.  
Dalam doktrin common law dikatakan “one of the most important 
rights possessed by the individual is the rights to a good reputation” (Rate 
A. Howell, Readers Digest). Dengan demikian suatu “nama baik” dan 
“kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun 
tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran 
nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik 
seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa 
harga diri (eergevoel) masing-masing batin individu tidak sama satu 
dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari 
suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, 
seperti unsur kesengajaan (opzet) berupa kehendak melakukan tindakan 
menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan 
untuk diketahui oleh umum (publication).40 
Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan 
adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik 
dan/ atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan 
sangat sulit diukur. 
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 O.C. Kaligis, Op. Cit., hlm.228. 
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Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas di 
tujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu 
sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu 
dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu 
perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik 
seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan 
penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai 
perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.41 Hal tersebut dapat 
dilihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, “Tidak 
termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si 
pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran 
teerpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri”. Sementara, untuk 
alasan membela diri diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu 
ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan 
hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh 
karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. 
Perwujudannya, ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan 
orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat 
harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.42    
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 Ibid., hlm 229. 
42
 Ibid., hlm.215. 
37 
 
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik  
Pencemaran nama baik / penghinaan / fitnah yang disebarkan 
secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut 
slander. KUHP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik 
bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak).  
Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama 
baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai 
berikut : 
a. Penghinaan materiil 
Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi 
pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun 
secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari 
pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih 
ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut 
dilakukan demi kepentingan umum. 
b. Penghinaan formil 
Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan 
bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk 
dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya 
cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. 
Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada 
dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.43 
                                                     
43
 Jumardi, Op.Cit.,hlm.47. 
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Berikut adalah bentuk-bentuk pencemaran nama baik sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 
1) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. 
Kejahatan penghinaan oleh Adami Chazawi membedakannya 
menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan 
penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek 
penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai 
kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). 
Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan 
harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang 
bersifat komunal atau kelompok.44 
a) Penghinaan Umum 
Penghinaan menurut penjelasan R. Soesilo terdiri atas 6 (enam) 
bentuk yakni menista (smaad), menista dengan surat (smaadachrift), 
memfitnah (laster), penghinaan ringan (eenvoudige belediging), mengadu 
secara memfitnah (lasterajke aanklacht), dan tuduhan secara memfitnah 
(lasterajke verdarhtmaking).  
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  Ibid., hlm.37. 
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1. Menista (smaad). 
Menista (smaad) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang 
menyatakan : 
“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan 
dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan 
menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.“ 
 
2. Menista dengan surat (smaadachrift). 
Menista dengan surat (smaadachrift) dirumuskan dalam Pasal 310 
ayat (2) KUHP yang menyatakan : 
“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, 
dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu 
dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukumana penjara 
selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 4.500,-.“ 
 
3. Memfitnah (laster).  
Mengenai memfitnah (laster), diatur dalam Pasal 311 KUHP yang 
menyatakan :  
“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan 
tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, 
jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya 
sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah 
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” 
 
4. Penghinaan ringan (een voudige belediging). 
Mengenai penghinaan ringan (een voudige belediging) diatur dalam 
Pasal 315 KUHP yang menyatakan:  
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista 
atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik 
di tempat umum  dengan lisan atau dengan tulisan, maupun 
dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, 
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begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan 
kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.” 
 
5. Mengadu secara memfitnah (lasterajke aanklacht).  
Mengadu secara memfitnah (lasterajke aanklacht) diatur dalam 
Pasal 317 KUHP yang menyatakan : 
 “(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh 
menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada 
pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau 
nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena 
mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan 
hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3.” 
 
6.  Tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhtmaking). 
Tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhtmaking) diatur dalam 
Pasal 318 KUHP yang menyatakan : 
“(1) Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan suatu 
perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka 
melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum 
karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan 
hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3.” 
 
7. Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal.  
Ketentuan mengenai penistaan terhadap orang yang sudah 
meninggal yaitu: 
1) Pasal 320 ayat (1) yang menyatakan bahwa :  
“Barangsiapa melakukan perbuatan mengenai orang yang sudah 
mati jika sekiranya ia masih hidup perbuatan itu bersifat menista 
dengan surat dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua 
minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-” 
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2) Pasal 321 ayat (1) 
“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan 
tulisan atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang 
sudah mati, dengan maksud supaya isi tulisan atau gambar yang 
menghina dan menista itu tersiar atau lebih tersiar, maka dihukum 
penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- ” 
 
b) Penghinaan Khusus 
 Tindak pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan 
pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, 
sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/ dimiliki oleh 
manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati tidak 
dapat memiliki lagi. Demikian halnya dengan badan hukum, pada 
hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa 
badan hukum tertentu, antara lain Presiden/ Wakil Presiden, Perwakilan 
Negara sahabat, Golongan/Agama/Suku dan badan umum memiliki 
kehormatan dan nama baik. 45 
Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini: 
1) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 
134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP). Oleh  Mahkamah 
Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-
022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 
2) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP). 
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 Leden Marpaung, Op. Cit., hlm. 47. 
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3) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 
dan Pasal 144 KUHP). 
4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara 
RI (Pasal 154a KUHP). 
5) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a). 
6) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, Pasal 155 KUHP). 
Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUU-V/2007 
tanggal 16 Juli 2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
7) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 
156 dan Pasal 157 KUHP). 
8) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan 
Pasal 208 KUHP). 
9) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu: 
a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia 
(Pasal 156a KUHP). 
b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya 
(Pasal 177 butir 1 KUHP). 
c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah 
(Pasal 177 butir 2 KUHP).46 
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 Jumardi, Op.Cit., hlm.51. 
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Bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP bersumber pada 
pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHP yang unsur-
unsurnya adalah :  
1) Dengan sengaja 
2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain 
3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan 
4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum. 
2) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.  
Selain dalam KUHPidana, penghinaan juga diatur dalam Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1).  
Pasal 27 Ayat (3) dinyatakan : 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 
 
Kemudian dalam Pasal 45 Ayat (1) : 
 
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).” 
 
Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau 
pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHPidana, 
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namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau 
pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal tersebut 
diatas yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Namun di dalam 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud 
dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diakses”. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut : 
 Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media 
elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang 
dikehendaki. 
 Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan 
media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang 
tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana 
saja). 
 Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem 
Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 
 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, electronic data intercharge (EDI).surat elektronik 
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, 
huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah 
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 
mampu memahaminya. 
 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang 
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam 
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 
komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau 
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya.47 
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 O.C. Kaligis, Op. Cit., hlm.131. 
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Melihat dari penjelasan dalam putusan tersebut dikaitkan dengan  
penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP, dapat ditafsirkan bahwa 
penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP tidak dapat dianggap sama 
dengan konsep penyebaran yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat dikatakan 
bahwa dengan adanya penggunaan unsur yang berbunyi 
“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, konsep 
penyebaran dalam Undang-Undang ITE mengartikan bahwa semua media 
elektronik merupakan batasan dari penyebaran.  
Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, 
maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Adanya kesengajaan; 
2. Tanpa hak (tanpa izin); 
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan; 
4. Agar diketahui oleh umum. 
E. Media Elektronik 
Pada kehidupan sehari-hari kita sering  tidak menyadari bahwa suatu 
informasi baru dapat kita ketahui apabila kita membaca, melihat atau 
mengakses dengan menggunakan suatu media.  
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Media massa, sebagai media yang menunjang komunikasi massa 
terbagi atas dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Secara 
harfiah, kata “media” memiliki arti “perantara” atau “pengantar”. 
Association for Education and Communication Technologi (AECT) 
mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu 
proses penyaluran informasi.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media dapat diartikan 
sebagai: 1. Alat. 2. Alat atau (sarana) komunikasi seperti majalah, radio, 
televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan, elektronik dapat diartikan 
sebagai alat yg dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda 
yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar 
elektronika. Jadi, media elektronik merupakan media komunikasi atau 
media massa yang menggunakan alat-alat elektronik (mekanis).  
Media elektronik adalah media yang meliputi radio, televisi dan 
internet. Media elektronik terdiri dari penyiaran radio, televisi dan internet. 
Mengenai pengertian penyiaran tercantum pada Undang-Undang No. 32 
Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang selanjutnya akan disebut sebagai 
Undang-Undang Penyiaran. Definisi tentang penyiaran terdapat pada 
Pasal 1 angka (1) yang berbunyi:  
“Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran 
dan/atau sarana tranmisi di darat, di laut atau antariksa dengan 
menggunakan aspek spekrum frekuensi radio melalui udara, kabel, 
dan/atau media lainya untuk dapat di terima secara serentak dan 
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” 
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Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi  
dan informasi. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik telah 
mengalami perkembangan, hal tersebut didukung pula dengan perangkat 
dari media elektronik itu sendiri dengan munculnya radio, televisi dan 
internet. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam 
media elektronik yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi 
masyarakat untuk mendapatkan informasi. Perkembangannya melalui 
media online internet .48 
Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik 
atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik. Transaksi Elektronik 
dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau 
media elektronik lainnya”. 
F. Putusan Pengadilan 
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam Undang-undang (Pasal 1 butir 11 KUHAP). 
Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, 
tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian 
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yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala 
sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana, diklasifikasikan 
menjadi dua,yaitu : 
a) Putusan Sela 
Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 KUHAP dan 
Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara 
dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan 
keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. 
b) Putusan akhir 
Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah putusan 
atau eind vonnis dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada 
hakikatnya putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa 
terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan “pokok perkara” 
selesai diperiksa. Bentuk dari putusan akhir, antara lain :  
1. Pemidanaan 
Pemidanaan yaitu putusan yang bersifat menghukum terdakwa 
karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. 
Dasar dari putusan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi; 
“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 
menjatuhkan pidana.” 
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2. Putusan bebas (vrijspraak) 
Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari 
hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). 
3. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan 
hukum (Onslag van alle rechtsvervolging).   
Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan hukum adalah 
putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui 
pemeriksaan, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan 
merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum terjadi jika :  
a) Perbuatan yang didakwakan terbukti, tapi bukan merupakan tindak 
pidana. 
b) Terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut 
perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu. Hal-hal yang 
menghapuskan pidana tersebut antara lain : 
i. Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 
KUHP); 
ii. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau adanya keadaan 
memaksa/ overmacht (Pasal 48 KUHP); 
iii. Adanya pembelaan darurat/ noodwear (Pasal 49 KUHP); 
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iv. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-
undang ( Pasal 50 KUHP ); 
v. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan (Pasal 
51 KUHP ).49 
G. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi 
menjadi dua kategori, yaitu : 
1. Pertimbangan yang bersifat yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan 
dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 
dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: 
a) Dakwaan jaksa penuntut umum  
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar 
itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain 
berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah 
dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. 
b) Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di 
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 
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 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 
hlm.282.  
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sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga 
merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum 
ataupun dari penasihat hukum. 
c) Keterangan saksi 
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang 
keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di 
dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan 
saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh 
hakim dalam putusannya. 
d) Barang-barang bukti 
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat 
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan 
sidang pengadilan, yang meliputi: 
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya  atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil 
tindak pidana; 
2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkan; 
3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana; 
4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana 
yang dilakukan. 
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Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk  alat 
bukti. Sebab ketentuan 184 KUHAP menetapkan lima macam alat 
bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada 
persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar 
tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah 
barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal 
dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi. 
e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana 
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu 
dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut 
umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa 
melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau 
tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 
peraturan hukum pidana. 
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis 
a) Latar belakang terdakwa  
Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang 
menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri 
terdakwa dalam melakukan tindak pidana. 
b) Akibat perbuatan terdakwa 
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa 
korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari 
53 
 
perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat 
pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas paling tidak 
keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. 
c) Kondisi diri terdakwa 
Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis 
terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial 
yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah 
usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis 
dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa 
tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan 
lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah 
predikat yang dimiliki dalam masyarakat. 
d) Agama terdakwa 
Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila 
sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, 
melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik 
tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap 
tindakan para pembuat kejahatan.50 
 
 
 
                                                     
50
 http://elibrary.ub.ac.id/Dasar-Pertimbangan-Hakim-Dalam-Menjatuhkan-
Putusan-Pidana-Bersyarat-studi-di-Pengadilan-Negeri-Karanganyar.pdf ,hlm. 35-38, 
diakses pada tanggal 14 Oktober 2014 pukul 09.00 Wita. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung 
penelitian ini, maka sepatutnya penulis melakukan penelitian dengan 
memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Pengumpulan 
data dan informasi juga dilakukan Penulis di beberapa tempat seperti 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan 
data sekunder : 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung 
kepada pihak yang terkait dalam putusan yang penulis teliti. 
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan 
dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta peraturan 
perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan 
objek yang kajian penulis 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Literatur (Literature Research)  
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel,yang berkaitan dengan objek kajian penulis. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.  
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh Penulis akan dituangkan dengan menggunakan 
metode pendekatan yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan 
pustaka, kemudian seluruh data yang diperoleh tersebut disajikan secara 
deskriptif. Dengan menggunakan metode tersebut dimaksudkan agar 
Penulis dapat menggambarkan keseluruhan data yang telah diperoleh dan 
menguraikan secara keseluruhan hasil studi literatur. Dari studi literatur 
tersebut dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan 
yang ada, dan dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh 
Penulis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam 
Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks 
Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas hukum 
pidana materil dan hukum pidana formil.  
Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil 
dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis akan 
menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana 
materil. Terkait  dengan hal itu, Tirtamidjaja menyatakan bahwa : 
“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 
dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana.”51 
 
Kemudian Van Bemmelen menjelaskan sebagai berikut : 
“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan 
itu.”52 
 
Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah 
yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana 
formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum 
pidana materil. 
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 Leden Marpaung, Op. Cit., hlm. 2. 
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 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 9. 
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Sebelum penulis menguraikan lebih jauh mengenai penerapan 
hukum pidana materil dalam kasus putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks, 
penulis akan menguraikan posisi kasus tersebut terlebih dahulu. 
1. Posisi Kasus  
Berawal dari status Blackberry Messenger (BBM) yang diduga dibuat 
oleh terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. pada Juni 2013 atau setidak-
tidaknya masih dalam tahun 2013 terkait korban Drs. H. A. Kadir Halid 
yang merupakan calon peserta Pemilihan Walikota Makassar tahun 2013 
berpasangan dengan Supomo Guntur. Dikarenakan pemecatan dari Partai 
Golkar secara tidak prosedural, MA diduga menulis dalam status 
Blackberry Messenger (BBM) pada handphone miliknya dengan nomor 
Pin 21500AA yang dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain yang isinya 
adalah “No fear ancaman koruptor Nurdin Halid” serta “No fear ancaman 
koruptor Nurdin Halid!!! JANGAN PILIH ADIK KORUPTOR (KADIR 
HALID)”.  
Tulisan tersebut diperlihatkan melalui handphone saksi Muh. 
Zulhamdi Alamsyah, S.H. yang merupakan salah satu anggota Tim 
Sukses Pemenangan pasangan SUKA (Supomo Guntur & Kadir Halid) 
yang berteman BBM dengan terdakwa. Kemudian MA juga diduga 
melakukan pencemaran nama baik melalui Media Televisi masih pada 
tahun 2013 saat menjadi Narasumber dalam acara Obrolan Karebosi yang 
disiarkan secara live di Celebes TV Makassar dengan Tema None vs 
SUKA dan dalam acara tersebut ia mengeluarkan pernyataan yang 
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menjelek-jelekkan saksi korban diantaranya adalah bahwa “Kenapa harus 
pak Kadir Halid sedangkan dia adalah keluarga koruptor”. 
Berdasarkan hal-hal tersebut, Drs. H.A.Kadir Halid merasa dirugikan. 
Tulisan pada status Blackberry Messenger (BBM) dan pernyataan melalui 
media televisi yang disiarkan sehingga diketahui umum dinilai sebagai 
perbuatan character assassination (pembunuhan karakter) yang 
menyebabkan menurunnya elektabilitas pasangan calon PILWAKO 
Makassar tahun 2013 ini. Drs. H. A. Kadir Halid menilai tulisan tersebut 
merupakan penghinaan yang menyerang kehormatan dan nama baik 
saksi korban sehingga melalui Kuasa Hukumnya H. Abdul Wahab Tahir, 
S.H., saksi korban Drs. H. A. Kadir Halid melaporkan MA kepada pihak 
yang berwajib.    
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan 
menggunakan dakwaan alternatif yakni : 
Dakwaan Pertama : 
Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. sebagaimana 
diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-
undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.   
atau 
Dakwaan Kedua : 
Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARSYAD,S.H. sebagaimana 
diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. 
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atau 
Dakwaan Ketiga : 
Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. sebagaimana 
diatur dan diancam dalam Pasal 315 KUHP. 
3.     Tuntutan Penuntut Umum 
Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1) Menyatakan terhadap diri terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. 
terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak 
pidana “Penghinaan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo 
Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (dakwaan pertama). 
2) Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD 
ARSYAD,S.H. selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan 
sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan 
perintah agar terdakwa tetap ditahan. 
3) Menetapkan barang bukti berupa : 
- 2 (dua) lembar print out status BBM dengan No. Pin 215A00AA atas 
nama Muh. Arsyad, SH. 
- 1 keping DVD warna putih merk Printer isi rekaman obrolan karebosi. 
- 20 lembar poster bergambar karikatur. 
- 1 (satu) lembar print out Timur on line Fajar serta Celebes. 
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4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 
5.000,- (lima ribu rupiah) . 
4. Analisa Hukum 
Tindak pidana penghinaan adalah tindak pidana yang berkaitan erat 
dengan tindakan menyerang nama baik dan/ atau kehormatan seseorang 
yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur. Ketentuan 
mengenai penghinaan ditujukan untuk melindungi kepentingan 
kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. 
Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau 
masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang 
kehormatan dan/ atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur 
kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan 
apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau 
pencemaran nama baik. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 
310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, “Tidak termasuk menista atau 
menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu 
untuk kepentingan umum atau lantaran teerpaksa perlu untuk 
mempertahankan dirinya sendiri”. Sementara, untuk alasan membela diri 
diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan 
berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan 
itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang 
bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya, ia 
menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain. Kedua, 
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apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat 
membuktikan syarat-syarat tersebut. 
Untuk mencapai kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-
lengkapnya pada Putusan Perkara No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks, Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah meneliti secara cermat dan 
seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang 
berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat 
bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan 
terdakwa sampai pada barang bukti sehingga diperoleh keyakinan bahwa 
terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang didakwakan. 
Pada dasarnya tindak pidana pencemaran nama baik atau yang 
dikenal dalam KUHPidana yaitu penghinaan merupakan delik aduan 
(klach delict).53 Sebagaimana diketahui bahwa terjadinya delik dapat 
diketahui dari empat kemungkinan yaitu : 
a) Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) 
b) Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) 
c) Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) 
                                                     
53
  Yang dimaksud dengan delik aduan atau dalam Bahasa Belanda klacht delict 
ialah delik-delik yang penuntutannya didasarkan atas permintaan dari si korban atau 
penderita. Dalam KUHPidana, delik aduan ini diatur dalam Bab VII tentang Mengajukan 
dan Menarik Kembali Pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut 
atas pengaduan.  
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d) Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik 
mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, 
mendengar dari radio atau orang bercerita, dan sebagainya.54 
Melihat posisi kasus tersebut dimana penuntutan didasarkan atas 
laporan H.Abdul Wahab Tahir, SH. yang merupakan kuasa hukum Kadir 
Halid berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Juli 2013 untuk melaporkan 
perbuatan terdakwa yang telah menghina Kadir Halid dan keluarganya. 
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Rianto Adam Pontoh, 
S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua yang memeriksa dan memutus perkara 
ini pada tanggal 01 Desember 2014 bertempat di Pengadilan Negeri 
Makassar juga menegaskan bahwa: 
“Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindak pidana 
dalam kategori delik aduan. Seharusnya pengaduan dilakukan 
langsung oleh korban atau pihak yang berkepentingan, dalam hal ini 
adalah Kadir Halid dan bukan oleh Kuasa Hukumnya.” 
  
Seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa 
pencemaran nama baik atau yang disebut penghinaan diatur dalam Bab 
XVI KUHP yakni Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP yang merupakan 
penghinaan umum. Sedangkan penghinaan khusus diatur secara tersebar 
di luar ketentuan Bab XVI KUHP. Dalam KUHP sendiri, pencemaran nama 
baik masuk dalam kategori delik aduan kecuali dilakukan terhadap 
pengawai negeri sipil yang sedang menjalankan tugasnya secara sah 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 316 KUHP.55 Sementara dalam 
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
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 Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 119.  
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 Lihat Pasal 319 KUHP. 
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Elektronik apakah dalam kategori delik biasa atau delik aduan dapat 
dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-
VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-undang 
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ada 
penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan. Dalam 
pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir [3.17.1]  : 
“Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan 
dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat 
(3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam 
Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang 
mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, 
harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam 
Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus 
ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) 
untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.“56 
 
Penulis membenarkan apa yang dikemukakan oleh Rianto Adam 
Pontoh bahwa seyogyanya pengaduan dilakukan langsung oleh pihak 
yang merasa dicemarkan nama baiknya yakni Drs. H. A. Kadir Halid, 
bukan oleh H.Abdul Wahab Tahir, SH. yang merupakan Kuasa Hukum 
dan bukan korban, in casu Kadir Halid. 
Pada kategori delik aduan, pengaduan memang dapat diwakilkan 
dalam hal tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 72 ayat (1) 
KUHP yang menyatakan bahwa, “jika kejahatan yang hanya boleh dituntut 
atas pengaduan dilakukan kepada orang yang umumnya belum cukup 
enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang 
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 O.C. Kaligis, Op.Cit., hlm.317. 
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dibawah penilikan (curatele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka 
selama dalam keadaan-keadaan itu yang berhak mengadu ialah wakilnya 
yang sah dalam perkara sipil.”57 
Dalam hal demikian kiranya juga perlu diperhatikan pendapat Ahli 
antara lain M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa undang-undang 
telah membagi dua kelompok pelapor yaitu: 
a) Orang yang diberi “hak” melapor atau mengadu. 
Orang tertentu, yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan 
atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, “berhak” 
menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidik. Pada 
ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi 
kepada orang yang “mendengar”. Menurut M. Yahya Harahap, 
pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak 
untuk melapor adalah realistis dan rasional, karena sangat sulit 
menjamin kebenaran dan keobyektifan pendengaran, bisa merupakan 
berita palsu atau bohong atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 
b) Kelompok pelapor atas dasar “kewajiban” hukum. 
Kelompok ini merupakan kebalikan dari kelompok a, dalam kelompok 
ini sifat pelaporan merupakan “kewajiban” bagi orang-orang tertentu, 
yaitu orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak 
pidana terhadap ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik, 
atau terhadap jiwa atau hak milik, atau setiap pegawai negeri dalam 
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 R. Soesilo, Op. Cit., hlm.86. 
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rangka melaksanakan tugas, mengetahui tentang terjadinya tindak 
pidana.58 
M. Yahya Harahap berpendapat bahwa hakikat dari pelaporan dan 
pengaduan adalah merupakan “pemberitahuan” oleh seorang kepada 
pejabat yang berwenang tentang suatu peristiwa pidana. Perbedaannya, 
pada pengaduan oleh karena sifatnya terikat pada jenis-jenis delik aduan, 
maka orang yang menyampaikan pemberitahuan harus orang “tertentu” 
seperti yang disebut dalam rumusan pasal pidana yang bersangkutan. 
Jadi, pada pengaduan pemberitahuan hanya dapat dilakukan oleh orang 
tertentu yang menjadi korban peristiwa pidana, barulah pihak yang 
berwenang dapat melakukan penyidikan dan penuntutan. 
Dengan demikian jika kita mendasarkan pada pendapat ahli M. 
Yahya Harahap dan melihat ketentuan Pasal 72 ayat (1) KUHP dari 
konstruksi hukum secara argumentum a contrario terhadap tindak pidana 
yang merupakan delik aduan (klacht delict) hanya dapat diproses apabila 
adanya pengaduan langsung dari korban, kecuali apabila : 
a. Korban belum berumur enam belas tahun dan/atau belum cukup 
umur; 
b. Orang di bawah pengampuan. 
Penulis berpendapat bahwa pihak kepolisian seharusnya lebih jeli 
dalam menerima laporan atau pengaduan serta memperhatikan substansi 
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peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam 
mengimplementasikannya.  
Mengenai dakwaan penuntut umum dengan bentuk dakwaan 
alternatif menurut penulis sudah benar melihat tindak pidana pencemaran 
nama baik tersebut ada yang bersifat mengecualikan satu sama lain yang 
dapat menimbulkan ketidakyakinan Penuntut Umum untuk memberikan 
dakwaan. Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut 
Umum, setelah dilakukan proses pemeriksaan berdasarkan keterangan 
saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti 
dipersidangan kemudian Penuntut Umum menuntut terdakwa 
sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu yaitu tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Pada dakwaan kesatu, penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik menurut Penulis sudah tepat karena undang-undang ini lebih 
khusus mengatur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang 
diatur dalam Bab XVI KUHPidana, sebagaimana pernyataan Hakim Ketua 
Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum  yang menyatakan ; 
“Penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang 
No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
sudah tepat mengingat pasal tersebut merupakan peraturan khusus 
mengenai pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana sehingga kemudian berlakulah Asas Lex Specialis 
Derogat Legi Generalis (Peraturan Khusus mengenyampingkan 
peraturan yang umum)” 
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Di dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) KUHP juga diatur mengenai 
pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan, namun ketika 
suatu perbuatan dilakukan melalui media elektronik maka digunakanlah 
aturan yang lebih khusus yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Meskipun termasuk dalam aturan khusus, Undang-Undang No. 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya memuat 
kualifikasi dari tindak pidana pencemaran nama baik tanpa memberikan 
pengertian apakah yang dimaksud dengan pencemaran nama baik 
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni 
“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Oleh 
karena itu, pengertian dari pencemaran nama baik dapat diketahui 
berdasarkan penafsiran sistematis59 dengan melihat ketentuan 
perundang-undangan yang lain yakni pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. 
Adapun isi dari ketentuan pasal- pasal tersebut adalah : 
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE : 
 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”  
 
                                                     
59
 Penafsiran sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang 
sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Jadi perundang-
undangan keseluruhannya di dalam suatu Negara dianggap sebagai suatu sistem yang 
utuh. (Lihat Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, PT.Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 
2002, hlm 169-170). 
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Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE : 
 
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).” 
Sementara ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan: 
 
“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama 
baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu 
perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, 
dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya 
sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.“ 
 
Maka suatu perbuatan dapat dikatakan pencemaran nama baik jika 
memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yakni : 
1. Unsur “barangsiapa”. 
Unsur barangsiapa yang dimaksudkan adalah setiap orang atau 
siapa saja yang merupakan subjek hukum suatu tindak pidana yang 
dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 
secara hukum. 
2. Unsur “dengan sengaja”.  
Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur  
subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui 
perbuatannya yang dalam hal ini pelaku menyadari mengucapkan kata-
katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama 
baik orang lain.60 
Apakah pelaku tersebut bermaksud untuk menista, tidak termasuk 
unsur “sengaja”. Sengaja disini tidak begitu jauh karena di sini tidak 
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diperlukan “maksud lebih jauh”. Jadi tidak diperlukan animus injuriandi 
(niat untuk menghina) sebagaimana dimuat oleh yurisprudensi  
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37 K/Kr/1958 tanggal 
21 Desember 1957. 
Bahwa dalam hal ini, si pelaku menyadari atau mengetahui bahwa 
kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa kata-kata tersebut 
merupakan kata-kata “menista”, bahwa si pelaku bukan mempunyai niat 
untuk menghina atau menista, tidak merupakan bagian dari dolus atau 
opzet.  
3. Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan 
menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu”. 
Kata “menyerang” disini bukan berarti menyerbu melainkan 
dimaksud dalam arti melanggar, sebagian pakar menggunakan 
“memerkosa” kehormatan dan nama baik. Kata “nama baik” dimaksudkan 
sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada 
seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya.  
Kata perbuatan tertentu sebagai terjemahan dari kata bahasa 
Belanda bepaald feit dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan 
tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika 
tidak jelas, disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut adalah 
penghinaan biasa (ringan), misalnya : 
- kau pembohong; 
- kau pencuri dan penipu; dan 
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- kau pemeras. 
Kata-kata tersebut tidak merupakan “perbuatan tertentu”. Jika  
diucapkan tuduhan itu dengan jelas, misalnya : 
- si A yang mencuri pada minggu lalu di rumah si X, 
- si R telah menipu uang P pada hari Seninkemarin di rumahnya, dan 
lain-lain. 
4. Unsur “dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum”. 
Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, unsur 
ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat 
dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”, misalnya : 
- Diberitakan kepada satu orang di hadapan umum, dengan suara yang 
dapat di dengar oleh orang lain; 
- X dan Y bertengkar, dimana Y dengan suara lantang yang dapat 
didengar oleh banyak orang, menuduh X telah melakukan  pencurian di 
rumah B pada hari Senin yang lalu.61 
Menyerang kehormatan dan nama baik dalam konstruski KUHP 
hanya bisa dilakukan apabila kejahatan atas nama baik itu dilakukan 
setidaknya dihadapan pihak ketiga. Oleh karena dengan adanya 1 (satu) 
orang saja selain dari pada 2 (dua) orang lain yang bersangkutan maka 
unsur di muka umum sebagaimana dimaksud oleh KUHP sudahlah 
terpenuhi. Namun menurut R. Soesilo bahwa perbuatan kejahatan atas 
nama baik tidaklah harus dilakukan di depan umum, sudah cukup bila 
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dapat dibuktikan bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan 
itu.62 
Dengan demikian dapat diketahui pengertian pencemaran nama baik 
sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP. 
Dalam perkara No.390/Pid.B/2014/PN.Mks, Majelis Hakim 
menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, itu karena hakim 
memandang bahwa jika dikaitkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan 
terdakwa tidak memenuhi unsur baik pada dakwaan pertama, dakwaan 
kedua, maupun dakwaan ketiga sebagaimana yang didakwakan sehingga 
Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.  
Sehubungan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 
terdakwa dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 
No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka 
unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar perbuatan itu dapat 
dihukum adalah sebagai berikut :   
1. Unsur “Setiap Orang”.  
Kata “SETIAP ORANG” identik dengan kata “BARANGSIAPA” 
menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas 
perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai 
siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata 
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“BARANGSIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014, Halaman 208 dari 
MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI 
Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata 
“BARANGSIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan 
terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak 
dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala 
tindakannya. 
Unsur Setiap orang berarti siapa saja sebagai subyek hukum jika 
terdapat cukup bukti telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, 
terhadapnya tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf serta padanya 
terdapat kesalahan. Dalam perkara ini yang didakwa melakukan suatu 
tindak pidana yaitu terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. yang 
identitasnya sudah cukup jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan 
dibenarkan oleh saksi dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan 
sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke 
persidangan. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi. 
2. Unsur “dengan sengaja”  
Dalam kejahatan pencemaran nama baik terdapat dua unsur 
kesalahan. Sengaja (ofzettelijk) dan maksud (opzet als oogmerk) atau 
tujuan (doel). Walaupun dalam doktrin maksud itu adalah juga 
kesengajaan (dalam arti sempit, yang disebut dengan kesengajaan 
sebagai maksud atau opzet als oogmerk ), tetapi fungsi unsur sengaja dan 
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fungsi maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” 
ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang 
(perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” 
ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa 
yang dituduhkan pada orang itu.63  
Terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui 
bahwa : 
a) Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan asal usul barang 
bukti berupa print out status BBM terdakwa, apakah benar dibuat 
oleh terdakwa melalui handphone miliknya atau tidak. 
b) Berdasarkan pendapat Ahli Deden Imanuddin, S.H., yang dijadikan 
pertimbangan oleh Majelis Hakim bahwa untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa maka harus dilakukan dengan 2 (dua) cara 
yakni menghadirkan 2 (dua) orang saksi atau lebih yang berteman 
BBM dengan terdakwa guna menerangkan bahwa seseorang 
tersebut adalah benar sebagai pemilik dari No. Pin orang yang 
dituduhkan tersebut serta 2 (dua) orang atau lebih saksi tersebut 
harus memperlihatkan fisik smartphone Blackberry miliknya yang 
berteman kontak BBM dengan No.Pin orang yang dituduhkan atau 
menghadirkan Ahli ITE untuk melakukan digital forensic.   
Jika melihat kalimat yang diduga ditulis oleh terdakwa pada akun 
Blackberry Messenger miliknya yakni “No fear ancaman Nurdin Halid” 
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serta “No fear ancaman Nurdin Halid!!! JANGAN PILIH ADIK 
KORUPTOR”, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
“mendistribusikan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) 
kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Kemudian menurut 
pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 
halaman 89, pengertian mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui 
sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang 
dikehendaki.  
Kiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan 
dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, 
mengirimkan, memberikan menyebarkan informasi elektronik kepada 
orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan 
menggunakan teknologi informasi. Tetapi dalam Pasal 27 ayat (3) 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, “mendistribusikan” tidak dapat terlepas dari apa yang menjadi 
obyek dari apa yang didistribusikan yang juga merupakan unsur pasal 
tersebut, yaitu “muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik” 
sehingga unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran 
nama baik” harus dibuktikan terlebih dahulu.64 Ketika seseorang membuat 
“status” dalam akun Blackberry Messenger miliknya, maka secara 
otomatis tersiar dan dapat dibaca oleh orang lain yakni teman sang 
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pengguna BBM (Blackberry Messenger). Dengan kata lain, si pembuat 
status menghendaki penyebarluasan status tersebut untuk dilihat dan 
dibaca oleh orang lain. Namun yang perlu dibuktikan dalam kasus ini 
adalah apakah hal tersebut dilakukan oleh terdakwa atau tidak. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah 
Penulis kemukakan bahwa barang bukti print out status BBM (Blackberry 
Messenger) tidak dapat dibuktikan berasal dari handphone milik terdakwa 
dan dibuat sendiri oleh terdakwa. Oleh karena suatu unsur dalam 
rumusan pasal tidak dapat dipisahkan dari unsur lain secara keseluruhan, 
maka dengan demikian unsur “sengaja” tidak terbukti. 
3. Unsur “tanpa hak”. 
Dalam doktrin pengertian melawan hukum sendiri bermacam-
macam. Ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (Zonder wigwn 
recht), “bertentangan dengan hak orang lain (tegen eens anders recht)”, 
“bertentangan dengan hukum objektif” (tegen het objectieve recht). 
Penjelasan DPR RI angka 9 halaman 81 dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan : 
“...bahwa unsur “tanpa hak” dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik merupakan perumusan unsur sifat melawan 
hukum (wederrechttelijk sebagai unsur konstitutif dari suatu tindak 
pidana yang lebih spesifik). Pengertian melawan hukum pidana 
dapat diartikan bertentangan dengan hukum ; bertentangan dengan 
hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Perumusan unsur 
melawan hukum dalam hal ini “tanpa hak” dimaksudkan untuk 
menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki 
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muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan 
hak dapat dipidana.” 
 
Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap unsur pidana tidak berdiri 
sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari 
sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan 
antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita 
dapat mengetahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam 
tindak pidana. Hubungan yang dekat dengan unsur “tanpa hak” dari 
perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat 
diakses informasi elektronik terdapat pada 2 (dua) unsur.65  
Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi 
informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. 
Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung 
muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada 
unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan 
mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan 
alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan 
menjadi terlarang. Kedua, secara subjektif. Hubungan melawan hukum 
sangat dekat dengan unsur sengaja (kesalahan). Memorie van Toelichting 
Wetboek van Strafrecht (selanjutnya disingkat MvT WvS) Belanda 
mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya 
pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan 
dikehendaki dan diketahui”. Secara singkat sengaja artinya menghendaki 
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(willens) dan mengetahui (wetens). Mengenai keterangan dalam MvT WvS 
belanda tersebut, Jan Remmelink menyatakan bahwa unsur sengaja 
dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap 
unsur-unsur delik lainnya; apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi 
olehnya.  
Tentu ada maksud pembentuk undang-undang mencantumkan unsur 
tanpa hak (istilah lain dari melawan hukum) dalam rumusan tindak pidana 
Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi 
dan Transaksi Elektronik tersebut. Kiranya maksud pembentuk Undang-
undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
ditujukan agar orang yang berhak melakukan perbuatan mendistribusikan, 
mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik tidak boleh 
dipidana. Meskipun informasi yang didistribusikan bersifat menghinakan 
orang lain. Persoalannya ialah dalam hal mana atau dengan syarat apa 
orang yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik berhak melakukannya? Undang-undang 
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak 
memberikan keterangan apa-apa. Oleh karena itu harus dicari dari sumber 
hukum penghinaan, ialah Bab XVI Buku II KUHP.  
Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Bukuk II KUHP 
bersumber pada pencemaran (Pasal 310). Pada pencemaran terdapat 
alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan dalam Pasal 310 ayat 
(3). Pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan dalam hal kepentingan 
78 
 
umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dua keadaan inilah yang 
menyebabkan si pembuat berhak mendistribusikan, mentransmisikan 
informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan. Dengan 
hapusnya sifat melawan hukum sama artinya dengan si pembuat berhak 
melakukannya.66  
Dengan tidak terbuktinya unsur sengaja dalam diri terdakwa, maka 
dengan sendirinya unsur “tanpa hak” tidak terpenuhi. 
4. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya”. 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diakses”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata-kata 
tersebut adalah : 
1) Mendistribusikan: 
a) menyalurkan (membagikan,  menngirimkan). 
b) menyalurkan atau membagikan.67 
2) Mentransmisikan: mengirimkan atau meneruskan pesan dari 
seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).68 
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 Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 
Ketiga, Balai Pustaka,  Jakarta, 2002, hlm.270. 
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3) Dapat diaksesnya (akses): jalan masuk, dapat digunakan sebagai 
jalan masuk.69 
Kemudian menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut : 
Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media 
elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki. 
Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan 
media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak 
dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja). 
Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem 
Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, electronic data intercharge (EDI).surat elektronik 
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah 
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 
ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem 
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 
kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki 
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.70 
 
Dari Barang Bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke 
persidangan yakni print out status Blackberry Messenger (BBM) dengan 
No. Pin 215A00AA atas nama Muh. Arsyad, S.H. Penulis menilai tidak 
relevan mengingat  print out status Blackberry Messenger (BBM) bukanlah 
merupakan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang dapat di 
distribusikan, ditransmisikan, maupun diakses sehingga untuk dapat 
membuktikan kesalahan terdakwa maka harus dibuktikan bahwa status 
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  Ibid., hlm. 22. 
70
  O.C. Kaligis, Op.Cit., hlm.131. 
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Blackberry Messenger (BBM) dengan No. Pin 215A00AA atas nama Muh. 
Arsyad, S.H memang di buat oleh terdakwa melalui handphone miliknya, 
namun dalam perkara tersebut handphone tidak dapat dihadirkan oleh 
Jaksa Penuntut Umum sehingga unsur “Mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” yang tidak 
terpisahkan dengan unsur yang mendahului yakni “unsur sengaja dan 
tanpa hak” tidak terbukti. 
5. Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
Satohid Kartanegara menyatakan : 
“Menurut KUHP, terdapat empat jenis kejahatan yang ditujukan   
terhadap kehormatan seseorang dan mempunyai bentuk murni, yaitu 
: 1. Menista (menghina) secara lisan (smaad), 2. Menista secara 
tertulis (smaaddschrift), 3. Memfitnah (laster), 4.Penghinaan ringan 
(eenvoudige belediging).” Lebih lanjut beliau juga menulis, kejahatan 
“penghinaan” atau belediging ini adalah merupakan pelanggaran 
atau perkosaan terhadap kehormatan seseorang.71 
 
Ada 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat “yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam 
rumusan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; 
- Pertama, unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang 
melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun 
dua unsur ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. 
- Kedua, pada unsur inilah melekat/ letak sifat melawan hukum dari 
perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau 
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membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya 
diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya. Sebagai memberi 
perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik 
dan kehormatan seseorang. 
- Ketiga, sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan lex 
specialis dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran 
dalam KUHP. 72 
Dalam frasa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perbuatan 
adalah mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya. 
Sementara objeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik, 
dimana isinya bersifat menghina orang pribadi maupun kelompok orang. 
Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat pengertian 
pencemaran nama baik sehingga perlu dilakukan penafsiran sistematis 
berdasarkan ketentuan yang mengatur yakni Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 
311 KUHP. Menurut penafsiran sistematis, pengertian umum dari 
penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. 
Menyimak inti Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini membutuhkan adanya 
kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana 
mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau 
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setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana. Oleh 
karena itu tolak ukur untuk menilai “sengaja” tersebut adalah perbuatan-
perbuatan yang nampak dari si pelaku sehingga sengaja tersebut 
haruslah mempunyai batasan-batasan. Dalam kasus ini Drs. Kadir Halid 
telah dicemarkan nama baiknya dan merasa terhina atas pesan pribadi 
atau status yang diduga dibuat oleh terdakwa melalui akun pribadi 
Blackberry Messenger miliknya. Meskipun begitu, untuk dapat dikatakan 
sebagai tindak pidana yakni dilihat berdasarkan kompleksitas unsur-unsur 
suatu pasal dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
Persidangan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah dengan 
sengaja membuat pesan pribadi atau status Blackberry Messenger (BBM) 
yang isinya menghina saksi korban pada handphone miliknya sehingga 
unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak 
terpenuhi. 
Dengan demikian penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana 
pencemaran nama baik dalam perkara No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks 
menurut Penulis telah sesuai. 
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B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam 
Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks 
1. Pertimbangan hukum majelis hakim 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi 
menjadi dua kategori, yaitu yakni yang bersifat yuridis maupun nonyurudis. 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan 
dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 
dalam putusan. Sedangkan Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah 
diluar dari yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus perkara 
No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks : 
a. Keterangan Saksi 
1) Saksi Drs. H. A. Kadir Halid, dibawah sumpah menerangkan : 
 
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tidak 
mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan 
Terdakwa; 
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa terdakwa adalah sebagai 
Pengurus Golkar Kota Makassar, tetapi tidak pernah bertemu dan 
bertatap muka langsung ; 
- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dari 
Parta Golkar ; 
- Bahwa saksi mengetahui dirinya diperiksa di persidangan 
Pengadilan karena  masalah penghinaan dan pencemaran nama 
baik dirinya dan keluarga besar saksi yang dilakukan oleh terdakwa 
Muhammad Arsyad ; 
- Bahwa kira-kira satu minggu setelah terdakwa memberikan 
pernyataan di Celebes TV, saksi memberikan Surat Kuasa kepada 
H. Abdul Wahab tahir, S.H. untuk melaporkan perbuatan terdakwa 
yang telah menghina saksi dan keluarga besarnya, sebagaimana 
bunyi Surat Kuasa tertanggal 09 Juli 2013 ; 
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- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik 
melalui media sosial Blackberry Messenger (BBM) pada bulan Juni 
2013 dan pada saat acara Live di celebes TV pada hari Senin 
tanggal 24 Juni 2013 pada jam 19.00 Wita di Jl. Jend. Sudirman 
Menara Bosowa Lantai 15 dengan tema NOAH vs SUKA dimana 
terdakwa menjadi narasumber pada acara tersebut ; 
- Bahwa ada juga karikatur-karikatur yang ditempelkan di beberapa 
lokasi yang dilakukan oleh terdakwa ; 
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik 
tersebut pada saksi dan keluarga saksi berhubungan dengan 
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada tahun 2013, 
di mana saksi mencalonkan diri menjadi wakil Walikota yang dikenal 
dengan nama SUKA (SUPOMO-KADIR) ; 
- Bahwa saksi mengetahui dan membaca status/pesan pribadi BBM 
dari terdakwa pada bulan Juni 2013 diperlihatkan oleh saksi 
Muh.Zulhamdi Alamsyah, S.H. di Posko Pemenangan SUKA di Jl. 
Pengayoman Kota Makassar melalui BBnya yang isinya ”No fear 
ancaman koruptor Nurdin Halid” serta No Fear ancaman koruptor 
Nurdin Halid!!! Jangan pilih adik koruptor ” ; 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar print out 
status Blackberry Messenger (BBM) dengan No. Pin 215A00AA atas 
nama Muh. Arsyad, S.H. ; 
- Bahwa saksi yang menyuruh kepada saksi Muh.Zulhamdi Alamsyah, 
S.H. untuk memprint out status Blackberry Messenger (BBM) dengan 
No. Pin 215A00AA atas nama Muh. Arsyad, S.H.melalui BBnya saksi 
Muh.Zulhamdi Alamsyah, S.H. guna untuk pembuktian dan melapor 
perbuatan terdakwa tersebut; 
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak berteman di Blackberry 
Messenger (BBM), sehingga saksi tidak bisa membaca melalui 
Blackberry Messenger (BBM) saksi, status/pesan pribadi terdakwa 
tersebut; 
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat status dalam BBMnya 
tersebut adalah untuk menurunkan elektabilitas pasangan calon 
Walikota dan Wakil Walikota Makassar atas nama SUPOMO 
GUNTUR dan KADIR HALID (saksi) ; 
- Bahwa hal itu terbukti dari hasil perhitungan suara PILWAKO 
Makassar, dimana hasil perolehan suara saksi bersama 
pasangannya rendah dan kalah dalam PILWAKO Makassar tahun 
2013; 
- Bahwa dalam acara live di Celebes TV pada Senin, 24 Juni 2013 
pada jam 19.00 Wita di Jl.Jend. Sudirman Menara Bosowa Lantai 15 
dengan tema NOAH vs SUKA dimana terdakwa menjadi narasumber 
pada acara tersebut, saksi berada di rumahnya dan saksi sempat 
menonton acara tersebut tetapi tidak secara keseluruhan, karena 
saksi ada acara di tempat lain, namun saksi sempat mendengar di 
awal-awal acara terdakwa menjelek-jelekkan calon Walikota 
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SUPOMO GUNTUR sakit-sakitan dan wakilnya KADIR HALID (saksi) 
adalah keluarga koruptor; 
- Bahwa akibat dari status/pesan pribadi BBMnya terdakwa tersebut 
dan pernyataan-pernyataan terdakwa di dalam acara Live Celebes 
TV tersebut, saksi dan keluarga besarnya merasa terhina dan 
tercemar nama baiknya; 
- Bahwa saksi tidak melaporkan terdakwa ke Panwaslu dalam rangka 
Pilkada Walikota Makassar karena masalah ini saya hubungkan 
penghinaan terhadap diri saya dan keluarga besar saya dan itu 
adalah harga diri saya. 
 
2) Saksi H. Abdul Wahab, S.H. dibawah sumpah menerangkan : 
 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai 
hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; 
- Bahwa saksi adalah kerabat dekat dengan saksi korban KADIR 
HALID dan saksilah yang melaporkan secara resmi kepada pihak 
kepolisian atas perbuatan terdakwa yang telah menghina saksi 
korban dankeluarga besarnya sebagaimana Surat Kuasa yang 
dibuat oleh saksi korban tertanggal 08 Juli 2013 ; 
- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai 
Golkar dan saksi adalah salah satu Anggota Pemenangan Tim 
Sukses di bidang Hukum pasangan SUPOMO GUNTUR dan KADIR 
HALID (SUKA) dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota 
Makassar 2013 ; 
- Bahwa terdakwa diperhadapkan di sidang pengadilan kerena telah 
melakukan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik 
kepada saksi korban KADIR HALID dan keluarga besarnya; 
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut melalui acara 
Live di Celebes TV pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 pada jam 
19.00 Wita di Jl. Jend. Sudirman Menara Bosowa Lantai 15 dengan 
tema NOAH vs SUKA dimana terdakwa menjadi narasumber pada 
acara tersebut dan terdakwa mengeluarkan pernyataan yang 
mengatakan bahwa ”kenapa harus Pak Kadir sedangkan dia adalah 
keluarga koruptor” ; 
- Bahwa saksi mendengar langsung pernyataan terdakwa tersebut 
melalui TV karena acara tersebut disiarkan secara langsung, dan 
saksi mempunyai bukti rekaman pernyataan tersebut ; 
- Bahwa seingat saksi kejadian pencemaran nama baik atas pasangan 
calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar atas nama SUPOMO 
GUNTUR dan KADIR HALID sudah dilaporkan ke Panwaslu Kota 
Makassar secara lisan ; 
- Bahwa oleh karena terdakwa mengucapkan kata-kata provokatif 
kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar atas 
nama SUKA, maka para simpatisan SUKA secara spontanitas 
mendatangi gedung Celebes TV pada hari Senin, tanggal 24 Juni 
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2013 di Jl. Jend. Sudirman Menara Bosowa Lantai 15 dan terjadi 
pemukulan terhadap diri terdakwa. 
 
3) Saksi Muh.Zulhamdi Alamsyah,S.H. dibawah sumpah menerangkan: 
 
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan 
keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan 
pekerjaan dengan terdakwa ; 
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Tim sukses pemenangan 
pasangan SUPOMO GUNTUR dan KADIR HALID (SUKA) dalam 
pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 ; 
- Bahwa terdakwa diperhadapkan ke sidang Pengadilan karena telah 
melakukan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik 
kepada saksi korban KADIR HALID dan keluarga besarnya ; 
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut melalui acara 
Live di Celebes TV pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 pada jam 
19.00 Wita di Jl. Jend. Sudirman Menara Bosowa Lantai 15 dengan 
tema NOAH vs SUKA dimana terdakwa menjadi narasumber pada 
acara tersebut ; 
- Bahwa saksi mendengar secara langsung komentar-komentar dari 
terdakwa pada acara Live Celebes TV tersebut, terdakwa 
mengatakan antara lain bahwa Makassar saat ini membutuhkan 
pemimpin yang profisioner, muda, sehat dan cerdas, bukan yang 
malas dan sakit-sakitan karena jangan sampai saat terpilih Walikota 
nanti hanya sibuk untuk mengurusi dirinya yang sakit ; 
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) hari setelah acara Live TV tersebut, 
ternyata bahwa Celebes TV tidak pernah mengundang terdakwa 
untuk acara Live TV tersebut. Yang  diundang adalah Jubir HENI 
HANDAYANI, tetapi tetap saja terdakwa memaksakan diri dengan 
alasan terdakwa disuruh oleh Teamnya; 
- Bahwa terdakwa juga pernah membuat status/ pesan pribadi dalam 
BBMnya pada bulan Juni 2013 yakni berisi “No fear ancaman 
koruptor Nurdin Halid” serta No fear ancaman koruptor Nurdin 
Halid!!! Jangan pilih adik koruptor” ; 
- Bahwa kata-kata dalam status BBM terdakwa tersebut, masuk dan 
bisa terbaca dalam BB saksi, karena antara saksi dan terdakwa 
berteman contact dalam Blackberry Messenger (BBM); 
- Bahwa status BBM terdakwa tersebut oleh saksi lalu diperhatikan 
kepada saksi korban KADIR HALID melalui BB saksi pada saat 
berada di Posko Pemenangan SUKA di Jl.Pengayoman Kota 
Makassar ; 
- Bahwa setelah membaca status BBM terdakwa tersebut, saksi 
korban merasa malu dan terhina kemudian saksi korban menyuruh 
kepada saksi untuk memprint out status BBM terdakwa tersebut 
sebagai alat bukti untuk melaporkan terdakwa di kantor polisi ; 
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- Bahwa kemudian saksi memprint out status BBM terdakwa tersebut 
melalui BB saksi dan menyerahkannya kepada saksi korban ; 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar  
print out status Blackberry Messenger (BBM) dengan No. Pin 
215A00AA atas nama Muh. Arsyad, S.H. 
 
4) Saksi Kamaruddin Bin SATTU dibawah sumpah menerangkan : 
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa tidak 
mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan 
terdakwa; 
- Bahwa saksi adalah salah satu simpatisan pasangan calon Walikota/ 
Wakil Walikota Makassar atas nama SUPOMO GUNTUR dan KADIR 
HALID alias SUKA ; 
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat saksi menonton acara 
Live di Celebes TV pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 pada jam 
19.00 Wita di Jl. Jend. Sudirman Menara Bosowa Lantai 15 dengan 
tema NOAH vs SUKA dimana terdakwa menjadi narasumber pada 
acara tersebut ; 
- Bahwa pada acara Live TV Celebes tersebut, terdakwa 
mengemukakan pernyataan-pernyataan yang saksi simpulkan 
adalah bahwa terdakwa mencela kesehatan calon Walikota 
SUPOMO GUNTUR dan mengatakan bahwa saksi korban KADIR 
HALID berbau korupsi, dan sebelumnya juga saksi pernah melihat 
poster “Saya Golkar Saya None” yang dibuat oleh terdakwa ; 
- Bahwa menurut saksi, terdakwa sudah berpihak kepada pasangan 
lain sedangkan terdakwa masih mengaku sebagai kader Golkar ; 
- Bahwa saksi sekarang ini sedang menjalani hukuman penjara dalam 
kasus penganiayaan yang saksi lakukan bersama teman-teman salsi 
kepada terdakwa pada saat sedang berlangsung acara Live di 
Celebes TV tersebut. 
 
 Menimbang, oleh karena terdakwa mencabut sebagian 
keterangannya di dalam BAP Penyidikan dengan terdakwa merasa 
terancam pada saat diperiksa dihadapan Penyidik yang memeriksanya, 
maka Majelis Hakim melalui Jaksa/ Penuntut Umum memanggil dan 
memeriksa saksi Verbalisan yang memberi keterangan di bawah sumpah 
sebagai berikut : 
 
1) Andi Imam Iradhan, S.H., dibawah sumpah menerangkan : 
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Abdul Azis, S.H. sebagai 
Penyidik yang memeriksa terdakwa tersangkut dalam perkara 
penghinaan dan pencemaran nama baik atas laporan dari saksi 
Kadir Halid; 
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan 
bebas itdak dibelenggu, dan diperiksa di dalam ruangan Penyidik; 
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- Bahwa sebelum diperiksa, saksi mempersilahkan terdakwa untuk 
menunjuk Penasihat Hukumnya yang akan mendampingi terdakwa 
selama pemeriksaan berlangsung; 
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan tanya 
jawab, Penyidik yang bertanya dan langsung di jawab oleh terdakwa; 
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi menyuruh kepada 
terdakwa untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
satu per satu dan setiap lembar BAP di paraf oleh terdakwa dan 
halaman yang terakhir di tandatangani oleh terdakwa; 
- Bahwa saksi tidak pernah menekan, mengarahkan apalagi menakut-
nakuti terdakwa pada saat pemeriksaan berlangsung;bahwa semua 
jawaban yang diberikan oleh terdakwa, itu adalah jawaban terdakwa 
sendiri tanpa ada intimidasi ataupun paksaan dari saksi.  
 
2) Abdul Azis, S.H., dibawah sumpah menerangkan : 
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Andi Imam Iradhan, S.H. 
sebagai Penyidik  yang memeriksa terdakwa terdangkut dalam 
perkara penghinaan dan pencemaran nama baik atas laporan dari 
saksi Kadir Halid; 
- Bahwa sebelum diperiksa, saksi mempersilahkan terdakwa untuk 
menunjuk Penasihat Hukumnya yang akan mendampingi terdakwa 
selama pemeriksaan berlangsung; 
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan tanya 
jawab, Penyidik yang bertanya dan langsung di jawab oleh terdakwa; 
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi menyuruh kepada 
terdakwa untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
satu per satu dan setiap lembar BAP di paraf oleh terdakwa dan 
halaman yang terakhir di tandatangani oleh terdakwa; 
- Bahwa saksi tidak pernah menekan, mengarahkan apalagi menakut-
nakuti terdakwa pada saat pemeriksaan berlangsung;bahwa semua 
jawaban yang diberikan oleh terdakwa, itu adalah jawaban terdakwa 
sendiri tanpa ada intimidasi ataupun paksaan dari saksi. 
 
b. Keterangan Ahli 
 
Ahli Deden Imanuddin Soleh, S.H. dibawah sumpah menerangkan : 
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak mempunyai hubungan 
keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan 
pekerjaan dengan terdakwa. 
- Bahwa jabatan saksi sekarang ini adalah sebagai staf di Subbag 
Penelaahan dan Bantuan Hukum yang mempunyai tugas dan 
tanggungjawab menganalisis dan memberi bantuan/konsultasi 
hukum di bidang Informatika; 
- Bahwa saksi mempunyai keahlian di bidang hukum Undang-undang 
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
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selain itu saksi sebagai penyusun RUU revisi UU ITE dan dalam 
kasus terkait ITE saksi sering dimintai keterangan sebagai ahli ; 
- Bahwa saksi menjelaskan ruang lingkup UU RI No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut ; 
- Menjamin kepastian hukum dan pemanfaatan Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh setiap orang di wilayah RI; 
- Memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum dan 
segala jenis gangguan hukum sebagai akibat dari penyalahgunaan 
Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan ; 
- Bahwa saksi menjelaskan unsur-unsur delik yang ada di dalam Pasal 
27 ayat (3) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi 
Elektronik adalah sebagai berikut ; 
1) Setiap orang ; 
2) Dengan sengaja ; 
3) Tanpa hak ; 
4) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya ; 
5) Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
- Bahwa 2 (dua) lembar barang bukti berupa 2 (dua) lembar print out 
status Blackberry Messenger (BBM) dengan No. Pin. 215A00AA atas 
nama Muh. Arsyad, SH. menurut pendapat ahli bahwa apabila kata-
kata yang ada dalam status BBM tersebut benar dan mengandung 
muatan penghinaan kepada seseorang, maka yang merasa terhina 
bisa melaporkan kepada yang berwajib dalam hal ini pihak 
Kepolisian, dan kepada pembuat status BBM tersebut dapat 
dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, karena telah medistribusikan 
Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ; 
- Bahwa kata-kata dalam status BBM sebagaimana barang bukti 
tersebut, menurut ahli adalah telah memenuhi unsur dengan sengaja 
mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya oleh orang 
lain yang mempunyai hubungan pertemanan dengan orang yang 
mengirim status BBM tersebut ; 
- Bahwa menurut ahli penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik 
sangat bersifat subjektif, ada orang yang merasa terhina atau 
tercemar namanya dengan kata-kata yang demikian, tetapi ada pula 
yang tidak merasa terhina ; 
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila ada yang merasa terhina dan 
melapotkan ke Polisi tentang kata-kata yang ada di dalam status 
BBM seseorang, maka yang harus dilakukan/ dibuktikan oleh 
Penyidik/ Penuntut Umum adalah melalui 2 (dua) cara yaitu; 
- Bahwa untuk memastikan apakah seseorang adalah pemilik dari 
akun BBM dengan No. Pin orang yang dituduhkan, maka dapat 
dibuktikan dengan melalui cara yaitu menghadirkan 2 (dua) orang 
atau lebih saksi yang berteman contact BBM dengan No. Pin 
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orang yang dituduhkan guna menerangkan bahwa seseorang 
tersebut adalah sebagai pemilik dari No. Pin orang tersebut serta 
2 (dua) orang atau lebih saksi tersebut harus memperlihatkan fisik 
smartphone BlackBerry miliknya yang berteman contact BBM 
dengan No. pin orang yang dituduhkan tersebut; 
- Bahwa bilamana tidak dapat dibuktikan akan hal seperti 2 (dua) 
orang saksi atau lebih yang berteman contact BBM dengan orang 
yang dituduhkan tersebut, maka harus dilakukan melalu 
pemeriksaan digital forensic oleh ahli ITE untuk memastikan 
siapakah pemilik akun BBM dan No. Pin orang yang dituduhkan 
itu dan memastikan apakah rangkaian kata-kata yang tertulis 
dalam status BBM tersebut adalah berasal dari smartphone 
Blackberry akun BBM dan No. Pin orang yang dituduhkan itu.  
 
c. Keterangan terdakwa 
Terdakwa Muhammad Arsyad, S.H didepan persidangan pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan diperhadapkan ke sidang 
Pengadilan karena dituduh telah melakukan penghinaan dan 
pencemaran nama baik kepada saksi KADIR HALID dan 
keluarganya ; 
- Bahwa benar terdakwa 3 (tiga) kali di BAP Penyidik Polda Sulsel; 
- Bahwa terdakwa mencabut sebagian keterangannya di dalam BAP 
Penyidik karena pada saat pemeriksaan di hadapan Penyidik, 
terdakwa merasa tertekan karena banyak anggota Polisi yang 
berada di ruangan pemeriksaan pada saat itu ; 
- Bahwa terdakwa hanya akan berpegang pada keterangannya yang 
akan ia sampaikan di depan persidangan Pengadilan ; 
- Bahwa terdakwa mengenal kepada saksi pelapor kadir Halid sebagai 
anggota DPRD Prov. Sulsel dan sebagai calon Wakil Walikota 
Makassar yang berpasangan dengan calon walikota Supomo Guntur 
tahun 2013; 
- Bahwa terdakwa adalah pengurus Partai Golkar Kota Makassar dari 
tahun 2009 s/d tahun 2013 dan sekarang ini terdakwa sudah di pecat 
dari keanggotaan Partai Golkar namun keabsahan pemecatan 
terdakwa belum diketahui ; 
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 
pada jam 19.00 Wita, terdakwa berada di studio Celebes TV 
Makassar di Jl. Jend. Sudirman Menara Bosowa Lantai 15 (tempat 
siaran langsung Celebes TV) kota Makassar dalam acara Obrolan 
Karebosi dengan tema NOAH vs SUKA ; 
- Bahwa terdakwa hadir di Studio Celebes TV Makassar karena 
diundang oleh stasiun TV Celebes sebagai narasumber karena 
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begitu marak dan banyak baliho terdakwa yang bertuliskan “Saya 
Golkar Saya None” ; 
- Bahwa pada acara Live Obrolan Karebosi di Celebes TV tersebut, 
terdakwa hanya bermaksud untuk menjelaskan ke publik bahwa 
alasan terdakwa mengapa memilih pasangan NONE dan membuat 
baliho “Saya Golkar Saya None” itu adalah sikap politik terdakwa 
sebagai pengurus Golkar kota Makassar yang tidak menerima hasil 
keputusan DPP untuk paket Pilkada calon Walikota Makassar dari 
Partai Golkar ; 
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dalam Obrolan Karebosi 
tersebut bahwa “kenapa harus pak Kadir sedangkan dia adalah 
keluarga koruptor” dan mengatakan bahwa “Supomo Guntur adalah 
orang yang sakit-sakitan” ; 
- Bahwa terdakwa mengakui mempunyai Blackberry (BB) namun 
sudah lama hilang sejak tahun 2013 dan terdakwa tidak tahu dan 
tidak ingat lagi No. Pin BBnya tersebut ; 
- Bahwa terdakwa mengakui sering membuat status/ pesan pribadi di 
akun BBMnya dan terdakwa tidak menghafal No. Pin BBnya ; 
- Bahwa terdakwa membenarkan mempunyai banyak teman di 
BBMnya diantaranya dengan saksi Muh. Zulhamdi Alamsyah, S.H.; 
- Bahwa terdakwa tidak mengakui kalau pernah membuat status 
dalam BBMnya yaitu “No fear ancaman koruptor Nurdin Halid” serta 
“No fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! Jangan pilih adik 
koruptor”; 
- Bahwa terdakwa menolak barang bukti 2 (dua) lembar print out 
status Blackberry Messenger (BBM) dengan No. Pin. 215A00AA atas 
namanya, demikian juga dengan barang bukti 20 (dua puluh) lembar 
poster bergambar karikatur ; 
 
d. Barang Bukti 
- 2 (dua) lembar print out status BBM dengan No. Pin 215A00AA atas 
nama Muh. Arsyad, S.H. 
- 1 keping DVD warna putih merk. Printer isi rekaman obrolan 
karebosi. 
- 20 lembar poster bergambar karikatur. 
- 1 (satu) lembar print out Timur on line Fajar serta Celebes 
 
Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang 
berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 
ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi  Elektronik, atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP 
atau Ketiga melanggar Pasal 315 KUHP. 
 
Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar Pasal 27 ayat (3) jo 
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Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai 
berikut : 
  
1. Setiap orang ; 
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ; 
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya ; 
4. Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
 
Ad. 1. Unsur “setiap orang” 
- Bahwa yang dimaksud “SETIAP ORANG” disini adalah siapa saja 
selaku subyek hukum dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau 
person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. 
- Bahwa pada dasarnya kata “SETIAP ORANG” identik dengan kata 
“BARANGSIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus 
bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu 
atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan 
terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANGSIAPA” 
menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku 
II, Edisi Revisi Tahun 2014, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG 
RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 
K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANGSIAPA” 
atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader 
atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan 
kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala 
tindakannya. 
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, 
keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat 
Perintah Penahanan dari Penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum 
terhadap terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H., Penetapan 
penahanan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang diperpanjang 
oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar berikutnya Surat Dakwaan 
dan Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, dan pembenaran 
terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama 
sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara 
ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan 
persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan 
persidangan Pengadilan Negeri Makassar adalah terdakwa 
MUHAMMAD ARSYAD, S.H. maka jelaslah sudah pengertian 
“SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah 
terdakwa MUHAMMAD ARSYAD,S.H. yang dihadapkan ke depan 
persidangan Pengadilan Negeri Makassar sehingga Majelis hakim 
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berpendirian unsur “SETIAP ORANG” terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum ; 
 
Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” 
- Bahwa sengaja dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tersusun 
atas anasir mengehendaki dan mengetahui, bahwa seseorang yang 
berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat 
dan harus diketahui atas apa yang diperbuat, selain itu ada beberapa 
sarjana yang membagi kesengajaan berdasarkan pada perbuatan 
disebut opzet materiil dan pada akibat daripada perbuatan atau hal 
ikhwal yang menyertai perbuatan disebut opzet materiil, bahwa 
Majelis Hakim mengikuti pandangan kedua oleh karena dengan 
pembagian demikian menjadikan penafsiran sengaja menjadi lebih 
objektif bukan dalam pemikiran abstrak karena dengan membagi 
sengaja dalam pandangan kedua akan memudahkan penafsiran 
fakta pada rumusan sengaja yang di empiriskan (diobjektifkan) disini 
dilihat dulu apakah sengaja tertuju pada perbuatan atau akibat jika 
pada perbuatan tidak perlu diperdalam sampai pada bentuk sengaja 
sebagai maksud, keharusan pasti atau kemungkinan yang mutlak 
diteliti jika sengaja tertuju pada akibat dan hal ikhwal yang menyertai 
perbuatan.  
- Bahwa keterangan ahli DEDEN IMANUDIN SOLEH, S.H. 
menjelaskan bahwa apabila ada seseorang yang merasa terhina dan 
melaporkan ke Polisi tentang kata-kata yang ada di dalam status 
BBM seseorang, maka yang harus dilakukan/dibuktikan oleh 
penyidik/Penuntut Umum adalah melalui 2 (dua) cara yaitu : 
1. Bahwa untuk memastikan apakah seseorang adalah pemilik 
akun BBM dengan No. Pin orang yang dituduhkan, maka dapat 
dibuktikan dengan melalui cara yaitu menghadirkan 2 (dua) 
orang atau lebih saksi yang berteman contact BBM dengan No. 
Pin orang yang dituduhkan guna menerangkan bahwa 
seseorang tersebut adalah benar sebagai pemilik dari No. Pin 
orang yang dituduhkan tersebut serta 2 (dua) orang atau lebih 
saksi tersebut harus memperlihatkan fisik smartphone Blackberry 
miliknya yang berteman contact BBM dengan No.Pin orang yang 
dituduhkan tersebut ; 
2. Bahwa bilamana tidak dapat dibuktikan akan hal seperti 
keterangan 2 (dua) orang saksi yang berteman contact BBM 
dengan No. Pin orang yang dituduhkan tersebut, maka harus 
dilakukan melalui pemeriksaan digital forensic oleh ahli ITE untuk 
memastikan siapakah pemilik akun BBM dan No.Pin orang yang 
dituduhkan itu dan memastikan apakah rangkaian kata-kata yang 
tertulis dalam status BBM tersebut adalah berasal dari 
Smartphone Blackberry akun BBM dan No.Pin orang yang 
dituduhkan itu. 
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- Bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Jaksa/Penuntut 
Umum tidak dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berteman 
contact BBM dengan terdakwa dengan No.Pin 215A00AA untuk 
memastikan apakah benar terdakwa yang membuat personal status 
dalam BBM dan apakah benar bahwa itu adalah No.Pin BB 
terdakwa; 
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan di 
persidangan barang bukti Blackberry milik terdakwa maupun 
Blackberry milik saksi MUH.ZULHAMDI ALAMSYAH, S.H. yang 
berteman contact BBM dengan terdakwa; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan 
Pertama yaitu unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur berikutnya tidak perlu 
dipertimbangkan lagi dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan 
Pertama tersebut. 
 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama tidak terbukti, 
maka selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu 
melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah 
sebagai berikut : 
1.Barangsiapa; 
2.Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang ; 
3.Dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya untuk diketahui 
umum.  
 
Ad. 1. Unsur “barangsiapa”; 
- Bahwa unsur “barangsiapa” oleh Majelis hakim telah 
mempertimbangkan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, maka 
untuk singkatnya pertimbangan ini segala pertimbangan tersebut kini 
diambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur dakwaan kedua 
sebagai pertimbangan tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan 
yang erat dan tidak terpisahkan salam putusan ini dan oleh karena 
itu unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum ; 
 
Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama 
baik seseorang” ; 
 
- Bahwa yang di serang dari unsur ini adalah nama baik seseorang 
atau kehormatan seseorang di depan umum; 
- Bahwa sengaja dalam unsur ini adalah terdakwa mempunyai 
kemauan dan pengetahuan untuk melakukan penghinaan, terdakwa 
sadar akan perkataannya dan tahu apa akibat yang terjadi dari 
perkataannya di muka umum; 
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- Bahwa di dalam dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum menyebutkan 
bahwa terdakwa Muhammad Arsyad, S.H. pada hari Senin tanggal 
24 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Jend. 
Sudirman Menara Bosowa Lantai 15 Kota Makassar,  terdakwa 
diundang sebagai narasumber dalam acara live di Celebes TV 
Makassar dalam acara Obrolan Karebosi dengan tema NONE vs 
SUKA dan dalam acara tersebut terdakwa mengeluarkan pernyataan 
yang mengatakan bahwa “kenapa harus pak Kadir sedangkan dia 
adalah keluarga koruptor” dan juga pada acara itu terdakwa mencela 
kesehatan SUPOMO GUNTUR dengan mengatakan bahwa 
SUPOMO GUNTUR adalah orang sakit-sakitan ;   
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana 
keterangan : 
- Saksi korban Drs. H.A. KADIR HALID bahwa dalam acara Live di 
Celebes TV pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 pada jam 19.00 
Wita di Jl.Jend.Sudirman Menara Bosowa Lantai 15 dengan tema 
NOAH vs SUKA dimana terdakwa menjadi narasumber pada 
acara tersebut, saksi berada di rumahnya dan saksi sempat 
menonton acara tersebut tetapi tidak secara keseluruhan, karena 
saksi ada acara di tempat lain, namun saksi sempat mendengar di 
awal-awal acara terdakwa menjelek-jelekkan calon Walikota 
Makassar SUPOMO GUNTUR sakit-sakitan dan wakilnya KADIR 
HALID (saksi) adalah keluarga koruptor. 
- Saksi H. Abdul wahab, S.H. bahwa terdakwa melakukan 
penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut melalui acara 
live di Celebes TV pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 pada jam 
19.00 wita di Jl. Jend. Sudirman Menara Bosowa Lantai 15 
dengan Tema NOAH vs SUKA dimana terdakwa menjadi 
narasumber pada acara tersebut dan terdakwa mengeluarkan 
pernyataan yang menyatakan bahwa “kenapa harus Pak Kadir 
sedangkan dia adalah keluarga koruptor”, saksi mendengar 
langsung pernyataan terdakwa tersebut melalui TV karena acara 
tersebut disiarkan secara langsung dan saksi mempunyai bukti 
rekaman pernyataan tersebut. 
- Saksi MUH. ZULHAMDI ALAMSYAH, S.H. bahwa saksi 
mendengar secara langsung komentar-komentar dari terdakwa 
pada acara live Celebes tersebut, diantaranya terdakwa 
mengatakan bahwa Makassar saat ini membutuhkan pemimpin 
yang profisioner, muda, sehat dan cerdas, bukan yang malas dan 
sakit-sakitan karena jangan sampai saat terpilih Walikota nanti 
hanya sibuk untuk mengurusi dirinya yang sakit. 
- Saksi KAMARUDDIN Bin SATTU bahwa saksi mengenal terdakwa 
pada saat menonton acara live Celebes TV pada hari Senin 
tanggal 24 Juni 2013 pada jam 19.00 Wita di Jl. Jend. Sudirman 
Menara Bosowa Lantai 15 dengan Tema NOAH vs SUKA dimana 
terdakwa menjadi narasumber pada acara tersebut dan pada 
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acara live TV Celebes tersebut, terdakwa mengemukakan 
pernyataan-pernyataan yang saksi simpulkan adalah bahwa 
terdakwa mencela kesehatan calon Walikota SUPOMO GUNTUR 
dan mengatakan bahwa saksi korban KADIR HALID berbau 
korupsi. 
- Bahwa dipersidangan telah diputar dan diperdengarkan barang bukti 
DVD-R rekaman pembicaraan terdakwa dalam acara obrolan 
karebosi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 dimana terdakwa 
menjadi narasumber pada acara yang disiarkan secara langsung 
oleh Celebes TV tersebut, tetapi tidak ditemukan pernyataan atau 
kata-kata terdakwa secara spesifik menyebutkan secara langsung 
kata demi kata bahwa “kenapa harus pak Kadir sedangkan dia 
adalah keluarga koruptor” dan kata-kata bahwa SUPOMO GUNTUR 
adalah orang yang sakit-sakitan sebagaimana yang didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya tersebut; 
- Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi 
tersebut di atas adalah berdasar dari kesimpulan sepihak saksi-saksi 
sendiri yang mendengar pernyataan-pernyataan terdakwa pada saat 
acara obrolan karebosi dengan tema NONE vs SUKA yang disiarkan 
secara langsung di Celebes TV pada hari Senin tanggal 24 Juni 
2013 pada jam 19.00 Wita di Jl. Jend. Sudirman Menara Bosowa 
Lantai 15; 
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan siapa yang 
membuat dan menyebarkan barang bukti 20 (dua puluh) lembar 
poster bergambar karikatur; 
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
maka unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama 
baik seseorang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum sehingga unsur selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi 
dan terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan kedua. 
 
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan ketiga, melanggar Pasal 315 KUHP yang 
unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut : 
1. Barang siapa ; 
2. Dengan sengaja ; 
3. Dengan tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis; 
4. Dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan 
atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau 
perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan 
kepadanya. 
 
Ad. 1. Unsur “barangsiapa” 
- Bahwa unsur “barangsiapa” oleh Majelis hakim telah 
mempertimbangkan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, maka 
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untuk singkatnya pertimbangan ini segala pertimbangan tersebut kini 
diambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur dakwaan kedua 
sebagai pertimbangan tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan 
yang erat dan tidak terpisahkan salam putusan ini dan oleh karena 
itu unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum; 
 
 Ad. 2. Unsur “dengan sengaja” 
 
- Bahwa unsur “dengan sengaja” oleh Majelis Hakim telah 
dipertimbangkan secara panjang lebar dalam dakwaan Pertama dan 
Kedua tersebut di atas dan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka untuk 
singkatnya putusan ini, maka segala pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas kini diambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur 
“dengan sengaja” dalam dakwaan Ketiga sebagai pertimbangan 
tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak 
terpisahkan dalam putusan ini dan oleh karena itu unsur “dengan 
sengaja” juga dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum.  
 
Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan 
ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka 
unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa harus 
dibebaskan dari dakwaan ketiga tersebut. 
 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana 
baik dalam dakwaan Pertama, dakwaan kedua, maupun dakwaan Ketiga, 
maka terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum.   
 
2. Putusan Majelis Hakim 
Adapun putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 
390/Pid.B/2014/PN.Mks adalah sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik 
dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, maupun dakwaan ketiga ; 
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. tersebut dari 
seluruh dawaan Jaksa/Penuntut Umum ; 
3. Memerintahkan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan ; 
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan 
harkat serta martabatnya ; 
98 
 
5. Menetapkan barang bukti berupa ; 
- 2 (dua) lembar print out status BBM dengan No. Pin 215A00AA atas 
nama Muh. Arsyad, S.H. 
- 1 keping DVD warna putih merk. Printer isi rekaman obrolan 
karebosi. 
- 20 lembar poster bergambar karikatur. 
- 1 (satu) lembar print out Timur on line Fajar serta Celebes tetap 
terlampir dalam berkas. 
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 
 
3. Analisa Hukum 
Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, 
keputusan hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim 
sendiri serta dua dari lima alat bukti yang sah. Dengan demikian antara 
alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausalitas 
(sebab akibat). Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP 
yang isinya ; 
 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 
Yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu yang ada 
hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti 
tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna 
menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak 
pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.73 Berdasarkan Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah : 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat;  
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 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, 
Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11. 
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d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa. 
 
Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
390/Pid.B/2014/PN.Mks, yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim 
adalah semua fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang dimaksud 
adalah dalam bentuk alat-alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP. Berikut penulis akan memaparkan mengenai alat bukti yang 
dihadirkan ke persidangan yakni keterangan saksi, keterangan ahli dan 
keterangan terdakwa beserta dengan barang bukti. 
1) Mengenai Keterangan Saksi  
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana 
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang 
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut 
alasan dari pengetahuannya itu.74Menjadi saksi adalah salah satu 
kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke 
suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan 
menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan 
undang-undang yang berlaku.75 Keterangan seorang saksi baru 
mempunyai nilai pembuktian apabila saksi tersebut di sumpah terlebih 
dahulu sebelum memberikan keterangan.  
Untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam Putusan Perkara 
Nomor 390/Pid.B/2014/PN.Mks, Majelis Hakim telah memeriksa 6 (enam) 
orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dua diantaranya 
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  Lihat Pasal 1 butir 27 KUHAP. 
75
  Lihat penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. 
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merupakan saksi verbalisan. Saksi- saksi tersebut yaitu (1) H. Abdul 
Wahab, S.H., saksi (2) Muh. Zulhamdi Alamsyah, S.H, saksi (3) 
Kamaruddin Bin Sattu, dan saksi (4) Drs. H. A.Kadir Halid (saksi korban), 
serta saksi verbalisan yakni (5) Andi Imam Iradhan, S.H. dan (6) Abdul 
Azis, S.H.  
Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi 
adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau 
menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan dipersidangan.  
Sebagaimana pernyatakan Hakim Rianto Adam Pontoh, S.H., 
M.Hum. yang menilai keterangan saksi bahwa : 
“Jika dikaitkan antara keterangan saksi dengan barang bukti 
rekaman Obrolan Celebes TV yang diputar di persidangan, tidak ada 
kalimat atau pernyataan terdakwa secara langsung yang menjelek-
jelekkan saksi korban sebagaimana yang diterangkan saksi sehingga 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi hanya mengambil 
kesimpulan sendiri.”   
 
Sebagaimana diketahui dalam perkara tersebut, keempat saksi yang 
diajukan Penuntut Umum yakni (1) H. Abdul Wahab, S.H., saksi (2) Muh. 
Zulhamdi Alamsyah, S.H, saksi (3) Kamaruddin Bin Sattu, dan saksi (4) 
Drs. H. A.Kadir Halid (saksi korban) menerangkan hal yang sama bahwa 
mereka menonton acara Obrolan Karebosi yang ditayangkan secara live 
di Celebes TV dan mendengar Terdakwa menjelek-jelekkan pasangan 
calon PILWAKO Makassar 2013, Supomo Guntur & Kadir Halid dan 
menyatakan “Kenapa harus Pak Kadir Halid sedangkan ia adalah 
keluarga koruptor”. 
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Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-
sungguh memperhatikan : 
- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ; 
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ; 
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan tertentu ; 
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 
umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.76 
Sehubungan dengan apa yang dinyatakan saksi dalam persidangan 
dan fakta-fakta yang terungkap maka jika dihubungkan dengan ketentuan 
Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa pendapat maupun rekaan 
yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan 
saksi. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat 
atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam 
membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan 
berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai 
sebagai alat bukti. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat dalam Putusan 
Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983. 
Dalam putusan ini ditegaskan bahwa, “orang tua terdakwa, polisi, dan 
jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan 
kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang 
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 Hari Sasangka & Lily Rosita, Op.Cit., hlm.38-39. 
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sah”.77Menurut Penulis sudah sepantasnya hakim menolak isi keterangan 
saksi karena tidak sesuai dengan fakta-fakta lain sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Hakim Rianto Adam Pontoh diatas bahwa pada saat 
pemeriksaan barang bukti rekaman Obrolan Karebosi, tidak ditemui 
pernyataan terdakwa yang mengandung pencemaran nama baik terhadap 
saksi korban sehingga menurut Majelis Hakim saksi hanya mengambil 
kesimpulan sendiri. Dengan demikian apa yang dinyatakan oleh saksi-
saksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi. 
2) Mengenai Keterangan Ahli 
Dalam Pasal 186 KUHAP dinyatakan bahwa keterangan seorang ahli 
adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sama 
halnya dengan saksi, sebelum memberikan keterangan di sidang 
pengadilan, seorang ahli pun disumpah, namun isi keterangan seorang 
saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang 
dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah 
mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan 
pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.78 
Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak 
mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan 
keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu 
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 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; 
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2009, hlm.287. 
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 Andi Hamzah, Op.Cit., hlm.269. 
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bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas 
mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. 
Berkaitan dengan itu, dalam Perkara No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks, 
Majelis Hakim menggunakan keterangan ahli Deden Imanuddin Soleh, 
S.H. sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut 
sebagaimana yang dikemukakan ahli tersebut : 
Bahwa apabila ada seseorang yang merasa terhina dan melaporkan 
ke Polisi tentang kata-kata yang ada di dalam status BBM 
seseorang, maka yang harus dilakukan/dibuktikan oleh 
penyidik/Penuntut Umum adalah melalui 2 (dua) cara yaitu : 
1) Bahwa untuk memastikan apakah seseorang adalah pemilik akun 
BBM dengan No. Pin orang yang dituduhkan, maka dapat 
dibuktikan dengan melalui cara yaitu menghadirkan 2 (dua) orang 
atau lebih saksi yang berteman contact BBM dengan No. Pin 
orang yang dituduhkan guna menerangkan bahwa seseorang 
tersebut adalah benar sebagai pemilik dari No. Pin orang yang 
dituduhkan tersebut serta 2 (dua) orang atau lebih saksi tersebut 
harus memperlihatkan fisik smartphone Blackberry miliknya yang 
berteman contact BBM dengan No.Pin orang yang dituduhkan 
tersebut ; 
2) Bahwa bilamana tidak dapat dibuktikan akan hal seperti 
keterangan 2 (dua) orang saksi yang berteman contact BBM 
dengan No. Pin orang yang dituduhkan tersebut, maka harus 
dilakukan melalui pemeriksaan digital forensic oleh ahli ITE untuk 
memastikan siapakah pemilik akun BBM dan No.Pin orang yang 
dituduhkan itu dan memastikan apakah rangkaian kata-kata yang 
tertulis dalam status BBM tersebut adalah  berasal dari 
Smartphone Blackberry akun BBM dan No.Pin orang yang 
dituduhkan itu. 
 
Berdasarkan pendapat Ahli diatas, menurut Penulis barang bukti 
berupa Print Out status BBM memang harus dibuktikan sumbernya, 
sehingga diketahui bahwa asalnya dari handphone milik terdakwa. Dalam 
persidangan tersebut jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan Ahli di 
bidang hukum yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menganalisis 
104 
 
dan memberikan bantuan/ kosultasi hukum di bidang Informatika menurut 
Penulis sudah tepat mengigat kegunaan keterangan ahli sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan bahwa 
keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat 
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 
Sebagaimana tujuan dari hukum pidana adalah untuk mencari 
kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya, maka Jaksa 
Penuntut Umum dalam kasus ini seyogyanya mengupayakan terwujudnya 
tujuan tersebut dengan menghadirkan ahli tidak hanya ahli di bidang 
hukum tetapi juga ahli di bidang ITE untuk melakukan digital forensic 
terhadap handphone yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk 
melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.  
3) Mengenai Keterangan Terdakwa 
Keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (1) 
KUHAP ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang 
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 
Dalam perkara tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan tidak ada hal yang membuktikan dakwaan Penuntut Umum 
bahwa terdakwa Muhammad Arsyad, S.H. terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan Pencemaran nama Baik terhadap saksi korban 
Kadir Halid sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap 
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terdakwa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh hakim Rianto Adam 
pontoh, S.H.,M.Hum bahwa : 
“Ditinjau dari keterangan para saksi dan barang bukti yang 
dihadirkan ke persidangan, maka tidak dapat membuktikan terdakwa 
bersalah telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan 
terdakwa pun tidak mengakui telah melakukan hal-hal yang 
dituduhkan. Meskipun tidak ditemukan fakta yang membuktikan 
bahwa ia telah melakukan pencemaran nama baik, namun 
seandainya terdakwa mengakui perbuatan yang dituduhkan, maka 
terdakwa bisa dijatuhkan hukuman pidana.”  
 
Terhadap perkara tersebut jika dikaitkan dengan pernyataan Ahli 
hukum Negeri Belanda Trapman dalam ceramahnya pada “Juristen 
Congres” pada tanggal 30 September 1933 di Belanda mengemukakan 
kedudukan dan sikap terdakwa, pembela, jaksa, dan hakim  dalam proses 
pengadilan. Kedudukan terdakwa sendiri yakni een subjective beoordeling 
ven een subjective positive, maksudnya adalah kedudukan terdakwa 
bebas untuk mengambil sikap dalam sidang, artinya ia hanya mengambil 
sikap untuk membela kepentingannya sendiri ia boleh dusta, boleh 
menyangkal setiap tuduhan dan ini semuanya untuk kepentingannya 
sendiri. 
Berdasarkan apa yang dikemukakan Rianto Adam Pontoh, 
S.H.M.Hum diatas dengan mengatakan bahwa meskipun tidak ditemukan 
fakta yang membuktikan bahwa ia telah melakukan pencemaran nama 
baik, namun seandainya terdakwa mengakui perbuatan yang dituduhkan, 
maka terdakwa bisa dijatuhkan hukuman pidana. Jika dikaitkan dengan 
ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yakni keterangan terdakwa saja 
tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan 
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yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti lain. 
Dengan demikian meskipun seorang terdakwa mengaku, tetap harus 
dibuktikan dengan alat bukti lain karena yang dikejar adalah kebenaran 
material. Oleh karena itu, pengakuan terdakwa tidak menghilangkan 
syarat minimum pembuktian. Akan tetapi terhadap pernyataan yang 
dilontarkan oleh hakim tersebut, Penulis menilai pengakuan terdakwa bisa 
menambah keyakinan hakim sebagaimana diketahui bahwa hukum di 
Indonesia menganut hukum pembuktian negatif yakni diperlukan adanya 
keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Jadi meskipun telah diajukan 
dua atau lebih alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 
KUHAP, tetapi hakim tidak yakin maka hakim bisa saja memutus 
berdasarkan apa yang diyakininya. 
4) Mengenai Barang Bukti 
Mengenai apa yang dimaksud dengan barang bukti dalam perkara 
pidana, Andi Hamzah menyatakan bahwa : 
“Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai 
mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana 
delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk 
juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.” 
 
Di dalam KUHAP sendiri tidak dinyatakan secara jelas mengenai 
pengertian barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP 
disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, yaitu : 
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 
sebagian di duga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari 
tindak pidana; 
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 
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c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan 
tindak pidana; 
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 
pidana; 
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 
pidana yang dilakukan. 
 
Dari cara mendapatkan barang bukti tersebut dapatlah ditarik 
kesimpulan bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian 
tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau 
pemeriksaan surat untuk mengambi alih dan atau menyimpan di bawah 
penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.79 
Kalau dilihat dari ketentuan Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan  
barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara 
material barang bukti sering kali sangat berguna bagi hakim untuk 
menyandarkan keyakinannya. Seperti yang kita ketahui bahwa KUHAP 
menganut sistem pembuktian negatif, yakni adanya macam-macam alat 
bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan adanya keyakinan bagi 
hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak. Namun demikian 
meskipun telah ada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang 
serta telah melebihi  minimum pembuktian, tetapih hakim tidak harus yakin 
bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang di 
dakwakan. Singkatnya, hakim tidak bisa dipaksa yakin berdasarkan alat 
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bukti yang ada meskipun alat bukti yang ada sudah memenuhi syarat 
minimum pembuktian.80 
Dalam perkara yang penulis teliti dimana salah satu barang bukti 
yang dihadirkan ke persidangan adalah 2 (dua) lembar print out status 
BBM dengan No. Pin 215A00AA atas nama Muh. Arsyad, SH. Menurut 
penulis bahwa dalam perkara a quo sangatlah tidak mungkin 
mengabaikan adanya barang bukti berupa dokumen elektronik atau hasil 
cetaknya karena apa yang Jaksa Penuntut Umum dakwakan dalam 
dakwaan pertama adalah berkaitan erat dengan pencemaran nama baik 
yang dilakukan melalui status Blackberry Messenger (BBM), sedangkan 
media elektronik yang digunakan dalam membuat status Blackberry 
Messenger yang dimaksud oleh Penuntut Umum tidak dihadirkan di depan 
persidangan. Kemudian jika dikaitkan dengan barang bukti atau benda 
yang dapat disita dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, maka barang bukti 
berupa print out status BBM tidak relevan dijadikan barang bukti 
mengingat print out status BBM bukanlah benda yang berhubungan 
langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dan tidak diperoleh dari 
terdakwa melainkan diajukan sendiri oleh korban pada saat melaporkan 
perbuatan terdakwa. 
 Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai barang 
bukti, namun hanya mengatur mengenai alat bukti yang menjadi bagian 
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yang tidak terpisahkan dari barang bukti. Dalam Pasal 5 Undang-Undang 
No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan 
bahwa : 
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara 
yang berlaku di Indonesia. 
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah 
apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang-undang ini. 
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
untuk: 
a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk 
tertulis; dan 
b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus 
dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh 
pejabat pembuat akta. 
 
Kemudian ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No, 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan : 
“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 
ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk 
tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya 
dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”  
 
Jika dikaitkan antara status Blackberry Messenger yang diduga 
dibuat melalui handphone milik terdakwa, dengan ketentuan Pasal 5 ayat 
(3) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik, maka barang bukti berupa print out status BBM 
tidak relevan jika dijadikan barang bukti tanpa menghadirkan media yang 
digunakan terdakwa dalam membuat status Blackberry Messenger 
110 
 
tersebut yakni handphone milik terdakwa. Hal tersebut juga dipertegas 
oleh ahli Deden Imanuddin Soleh, S.H. yang menyatakan sebagai berikut: 
Bahwa apabila ada seseorang yang merasa terhina dan melaporkan 
ke Polisi tentang kata-kata yang ada di dalam status BBM 
seseorang, maka yang harus dilakukan/dibuktikan oleh 
penyidik/Penuntut Umum adalah melalui 2 (dua) cara yaitu : 
1) Bahwa untuk memastikan apakah seseorang adalah pemilik akun 
BBM dengan No. Pin orang yang dituduhkan, maka dapat 
dibuktikan dengan melalui cara yaitu menghadirkan 2 (dua) orang 
atau lebih saksi yang berteman contact BBM dengan No. Pin 
orang yang dituduhkan guna menerangkan bahwa seseorang 
tersebut adalah benar sebagai pemilik dari No. Pin orang yang 
dituduhkan tersebut serta 2 (dua) orang atau lebih saksi tersebut 
harus memperlihatkan fisik smartphone Blackberry miliknya yang 
berteman contact BBM dengan No.Pin orang yang dituduhkan 
tersebut ; 
2) Bahwa bilamana tidak dapat dibuktikan akan hal seperti 
keterangan 2 (dua) orang saksi yang berteman contact BBM 
dengan No. Pin orang yang dituduhkan tersebut, maka harus 
dilakukan melalui pemeriksaan digital forensic oleh ahli ITE untuk 
memastikan siapakah pemilik akun BBM dan No.Pin orang yang 
dituduhkan itu dan memastikan apakah rangkaian kata-kata yang 
tertulis dalam status BBM tersebut adalah  berasal dari 
Smartphone Blackberry akun BBM dan No.Pin orang yang 
dituduhkan itu. 
 
Dalam persidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum tidak 
dapat membuktikan asal usul Print Out status BBM tersebut. Dalam 
wawancara penulis dengan hakim ketua Rianto Adam Pontoh,S.H.,M.Hum 
menyatakan : 
“Handphone milik terdakwa maupun saksi tidak dihadirkan ke 
persidangan. Seharusnya sejak penyidikan, terhadap handphone 
milik terdakwa maupun saksi dilakukan penyitaan oleh Penyidik 
sehingga barang bukti berupa print out status BBM dapat diketahui 
jelas mengenai asal usulnya.”  
 
Sebagaimana diketahui bahwa penyitaan adalah tindakan hukum 
yang dilakukan pada tahap penyidikan. Sesudah lewat tahap penyidikan 
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tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu 
sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan, penyitaan hanya 
dapat dilakukan oleh “penyidik” dengan penegasan Pasal 38 KUHAP 
tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang 
melakukan tindakan  penyitaan. 
Sama sekali hal ini tidak mengurangi kemungkinan akan adanya 
penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan. 
Namun demikian pelaksanaan pada tingkat penuntutan mesti diminta 
kepada penyidik. Seandainya dalam pemeriksaan sidang pengadilan 
dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, untuk itu hakim 
mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar 
penyidik melaksanakan penyitaan barang yang dimaksud.81 
Mengenai alat bukti lain yang dihadirkan ke persidangan yakni 1 
(satu) keping DVD warna putih merk printer isi rekaman obrolan karebosi, 
20 lembar poster bergambar karikatur, 1 (satu) lembar print out Timur on 
line Fajar serta Celebes jika dikaitkan dengan dengan Pasal 39 ayat (1) 
KUHAP dan pendapat Andi Hamzah sebagaimana penulis telah uraikan 
diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah 
sesuai karena terdapat kaitannya dengan tindak pidana penghinaan atau 
pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh terdakwa dimana 
pada perkara No.390/Pid.B/2014/PN.Mks terdakwa diduga melakukan 
pencemaran nama baik dengan cara menjelek-jelekkan saksi korban 
                                                     
81
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; 
Penyelidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.265. 
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melalui media televisi yakni pada saat menjadi narasumber dalam acara 
Obrolan Karebosi yang ditayangkan secara live di Celebes TV.  
Berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan dari keterangan 
saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa hingga barang bukti dikaitkan 
dengan keyakinan hakim maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan 
vonis bebas kepada terdakwa. Sebagaimana diketahui bahwa vonis 
bebas dijatuhkan jika berdasarkan hasil pemeriksaan sidang diketahui 
bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
perbuatan sebagaimana yang didakwakan sesuai ketentuan dalam Pasal 
191 ayat (1) KUHAP. Berkenaan dengan vonis bebas, Van Bemmelen 
menyatakan : 
“Een vrijspraak zal de rechter geven. Wanner hij zich geen 
overtuiging heft kunnen vormen omtrent de waarheid (d. w. z omtrent 
de vraag, of de verdachte het hem te laste gelegde feit heft begaan) 
of wanneer hij overtuigd is. Dat het te laste gelegde niet of althans 
niet door deze verdachte is began.”  
(Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan 
mengenai kebenaran (d.k.l. mengenai pertanyaan apakah terdakwa 
telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa 
apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini 
yang melakukannya).82 
 
Dalam perkara putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks, unsur 
kesengajaan tidak dapat dibuktikan pada terdakwa sehingga menurut 
Penulis penjatuhan vonis bebas terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim 
sudah tepat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. 
 
 
                                                     
82
 Andi Hamzah, Op. Cit., hlm.281. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan hukum pidana materil pada Perkara No. 
390/Pid.B/2014/PN.Mks adalah telah sesuai dimana terdakwa 
didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni 
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur 
dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan dakwaan ketiga yakni  
sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP. Namun terdakwa 
dibebaskan dari semua dakwaan karena berdasarkan fakta-fakta 
persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi 
unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan. Dalam menangani 
proses perkara ini aparat hukum tidak memperhatikan substansi 
peraturan yang ada dengan baik sehingga masih terdapat kekeliruan 
dalam penerapannya seperti dalam hal pengaduan, mengingat 
tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 
merupakan delik aduan (klacht delict) baik dalam KUHPidana 
maupun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 maka 
seyogyanya pengaduan dilakukan langsung oleh pihak yang 
berkepentingan. Kemudian mengenai Barang Bukti yang dihadirkan 
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yakni berupa print out status Blackberry Messenger (BBM) adalah 
tidak relevan tanpa menghadirkan media elektronik sebagai 
sumbernya. Dalam hal ini Penyidik sejak awal tidak melakukan 
penyitaan terhadap Barang Bukti berupa handphone baik milik 
terdakwa maupun saksi sehingga menyebabkan kesulitan dalam hal 
pembuktian.   
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa adalah didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni berdasarkan proses 
pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan 
terdakwa sampai pada barang bukti yang tidak dapat membuktikan 
unsur kesengajaan terhadap terdakwa baik dalam dakwaan pertama, 
dawaan kedua, maupun dakwaan ketiga sehingga menimbulkan 
keyakinan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas 
terhadap terdakwa. 
B. Saran 
Adapun saran dari penulis ialah dalam menangani suatu 
perkara, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim 
seyogyanya memperhatikan substansi peraturan perundang-
undangan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat berjalan 
optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. 
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